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Nama : Fitrawansah 
NIM : 10800111044 
Judul : Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sinjai) 
Temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan BPK atas 520 LKPD yang dilaporkan 
dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014  menemukan 5.948 
kasus kelemahan sistem pengendalian internal yang meliputi kelemahan sistem 
pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian internal. 
Selain itu, BPK juga menemukan Temuan Akibat Ketidakpatuhan terhadap 
Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2013 dengan Total 
kerugian negara sebanyak 4,2 triliun. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti 
hendak menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber 
daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah dengan kemampuan manajemen sebagai variabel moderasi. 
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Kabupaten Sinjai. Jumlah  kuesioner yang  diolah dalam  penelitian  ini 
sebanyak 85 buah kuesioner yang dikumpulkan dari 16 sampel penelitian berupa 
dinas-dinas daerah yang berada di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Pemerintah Kabupaten Sinjai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teknik analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi dengan 
pendekatan residual.  
Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem 
pengendalian internal secara parsial maupun simultan berpengaruh  positif dan 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain  itu, juga 
didapatkan  hasil penelitian bahwa  kemampuan manajemen merupakan variabel 
moderasi dalam interaksi kemampuan manajemen dan sistem akuntansi keuangan 
daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta interaksi 
kemampuan manajemen dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, kemampuan manajemen bukan merupakan 
variabel moderasi dalam interaksi kemampuan manajemen dengan kompetensi 
sumber daya manusia terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah.  
 
Kata kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, 
Sistem Pengendalian Internal, Kemampuan Manajemen, Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat 
dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi 
daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain 
itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut 
daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini 
diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. 
Dengan bergulirnya UU No.22/1999 yang diperbaharui dengan UU No.32/2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 yang diperbaharui dengan UU 
No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 
merupakan dasar hukum pemerintah daerah mengenai desain dan pola-pola aplikasi 
pertanggungjawaban keuangan daerah yang sangat terkait dengan reformasi regulasi 
keuangan negara. 
Otonomi daerah yang saat ini tengah bergulir di Indonesia merupakan 
implementasi UU No.22/1999 yang diperbaharui menjadi UU No.32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Menurut Sabarno (2008:15) menyatakan bahwa:  
Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipersepsikan dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
membawa perubahan ke dalam konstruksi desentralisasi, otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah hingga akuntabilitas pemerintahan daerah, selain itu 
mendorong penegasan kembali peranan pemerintah pusat dalam mengambil 
keputusan mengenai adanya otonomi daerah.  
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Otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Sabarno (2008:7) mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah 
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang bersifat luas, nyata, dan 
bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan 
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan 
serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendelegasian 
kewenangan ini disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan 
prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan daerah dan 
kesejahteraan masyarakatnya. 
Otonomi daerah yang bersifat luas tersebut telah diberikan kepada pemerintah 
daerah dengan maksud agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas, 
efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu 
mencapai good governance. Disisi lain tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam 
sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi tidak terkecuali 
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Fenomena yang menjadi sorotan utama pada organisasi sektor publik di 
Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas 
lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Dalam konteks organisasi 
pemerintahan, akuntabilitas publik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pemberian 
informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-
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pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Mardiasmo (2002) 
menjelaskan bahwa: 
Akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak  untuk  meminta  
pertanggung- jawaban  tersebut.  
 
Selain itu, menurut Mardiasmo (2004:29) juga menyebutkan bahwa 
akuntabilitas merupakan pengambilan keputusan berprilaku sesuai dengan mandat 
yang diterimanya lebih jauh. 
Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal/8:27 (Kemenag RI, 
2010:180) dan Q.S An-Nisa/4:58 (Kemenag RI, 2010:87) sebagai berikut: 
                          
Terjemahnya :  
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (27) 
 
               ...  
Terjemahnya :  
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya...(58) 
 Kandungan kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT 
memerintahkan kepada kaum mukmin, agar mereka senantiasa menjaga amanah yang 
telah diamanahkan kepada mereka berupa sifat taqwa dengan menjalankan perintah 
yang telah disyariatkan dan menjauhi segala larangan yang dapat menimbulkan 
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keburukan, terlebih jika mereka telah mengetahui bahwa amanah tersebut harus 
segera dilaksanakan. Firman Allah SWT dalam ayat tersebut mencakup pengertian 
amanah dalam arti yang lebih luas yang pada dasarnya harus diterapkan disemua 
sektor kehidupan, seperti jual-beli (muamalah), kepemimpinan, transaksi keuangan, 
pengelolaan keuangan publik dan lain-lain. Dalam hal pengelolaan keuangan publik, 
implementasi ayat tersebut berupa sikap amanah/tanggungjawab (akuntabilitas) dan 
keterbukaan (transparansi) kepada publik tentang sistem pengelolaan keuangan 
dengan bentuk berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan berdasar pada 
ayat tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan kepada 
publik tentang bagaimana pengelolaan keuangan di pusat maupun di daerah. 
Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban 
mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi 
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu 
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Selain itu, 
Governmental Accounting Standard Board (GASB) dalam  Statement of Financial 
Accounting Concepts (SFAC)  No.1 tentang Objectives of Financial Reporting 
menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di organisasi 
pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap 
pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut 
penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar 
akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan Good Governance. Good 
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Governance sendiri diartikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang baik dengan 
menyelenggarakan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan 
dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 
investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif serta 
menjalankan disiplin anggaran. 
Perihal tuntutan akuntabilitas dan transparansi sektor publik, dalam UU 
No.17/2003 pasal 30 mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah diharuskan 
menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Permendagri No.13/2006, laporan keuangan yang 
dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus 
Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Secara umum, laporan keuangan diartikan 
sebagai catatan atas informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode 
akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut 
(SAK, 2009). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1/2009, 
tujuan laporan keuangan adalah: 
Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 
besar pemakai dalam pengambilan keputusan.  
 
Laporan keuangan tidak serta merta menyediakan semua informasi yang 
mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena hanya 
secara umum menggambarkan pengaruh keuangan pada kejadian masa lalu. 
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Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan 
oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan 
keputusan. Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) harus sesuai dengan kebutuhan para pemakai serta informasi tersebut akan 
bermanfaat apabila mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para 
pemakai. Olehnya itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan 
pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan 
keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif 
sebagaimana disyaratkan PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu 
relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 
Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu andal 
mengisyaratkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan haruslah disajikan dengan 
jujur (benar). Sebagaimana perilaku jujur ini telah dijelaskan dalam Q.S Al-
Ahzab/33:70 (Kemenag RI, 2010:427) sebagai berikut : 
          
Terjemahnya :  
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah 
perkataan yang benar (70) 
 
 Kandungan ayat tersebut menjelaskan perintah Allah SWT kepada kaum 
mukmin agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan berkata jujur (benar). Allah 
SWT memerintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya yaitu menjauhi segala 
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larangan dan menjalankan segala perintah agama dengan sungguh-sungguh baik 
dalam keadaan lapang maupun susah. Selain itu, dalam ayat tersebut Allah SWT juga 
memerintahkan kepada kaum mukmin untuk senantiasa berlaku dan berkata jujur 
(benar). Arti jujur dalam ayat tersebut mencakup pengertian yang luas, misalnya 
dalam hal penyajian laporan keuangan, isi dari laporan keuangan haruslah 
menunjukkan sesuatu yang telah terjadi (apa adanya) yang didukung oleh bukti 
transaksi. Penyajiannya harus dapat menginterpretasikan keadaan yang sesungguhnya 
terjadi di lapangan. Segala informasi yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi 
tanggung jawab entitas (swasta maupun pemerintah) dalam pelaporannya. 
Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) jika telah memenuhi karakteristik kualitatif seperti yang disyaratkan dalam 
peraturan pemerintah tersebut berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan 
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang 
terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus 
sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan 
mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, 
kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefektifan serta ketidakefisienan 
pengelolaan keuangan daerah. 
Penyusunan laporan keuangan diharapkan kepada pelaku akuntansi agar 
berpedoman pada standar akuntansi yang telah ditentukan yang dalam hal ini yaitu 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan PP No.71/2010 menyebutkan 
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bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak 
yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat 
ditingkatkan.  Selain itu, dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem 
akuntansi yang memadai. Sistem akuntansi yang memadai akan menghasilkan 
aktivitas keuangan yang terstruktur, tepat dan akuntabel sehingga berdampak pada  
laporan keuangan yang dihasilkan akan memenuhi karakteristik kualitatif. Menurut 
Permendagri No.59/2007 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu: 
Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi 
komputer. 
Jika sistem akuntansi belum dapat dipahami maka akan dapat menghambat 
dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah telah berupaya untuk menyusun 
laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang 
dihasilkan dari laporan keuangan tersebut dapat meningkat. 
Sistem akuntansi keuangan daerah berfungsi sebagai subsistem organisasi 
yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang 
lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, 
prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Pemerintah 
daerah perlu mengambil pendekatan yang menempatkan sistem akuntansi digaris 
depan dan mempertimbangkan dengan baik sistem dan faktor terkait manusia dan 
pengelolaan sistem informasi akuntansi.  Pemerintah daerah harus fokus pada faktor-
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faktor kritis jika ingin mencapai sistem informasi akuntansi berkualitas tinggi. 
Kegagalan untuk melakukannya memiliki dampak negatif pada proses keuangan 
organisasi. Kualitas informasi yang buruk dapat mengakibatkan kerugian pada 
pengambilan keputusan menurut Xu et al (2003). 
Pengelolaan keuangan daerah guna menjalankan suatu sistem akuntansi 
diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dibidang 
akuntansi. Laporan keuangan adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau 
disiplin ilmu akuntansi. Olehnya itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang 
kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. 
Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi 
dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan 
logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan 
ketidak-sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. 
Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam setiap organisasi 
tidak terkecuali pada organisasi pemerintah. Menurut Yuna Farhan, Sekjen FITRA 
dalam acara media briefing dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang 
Pemerintah Daerah (18/4/2013) di Jakarta yang dikutip dari wartaekonomi.co.id. 
Terdapat 298 daerah yang mengalokasikan belanja pegawai di atas 50% dan 
meningkat menjadi 302 daerah pada tahun 2012, bahkan 11 daerah diantaranya 
menganggarkan belanja pegawai diatas 70%. Menurut Yuna, terjadi 
kecenderungan trend peningkatan belanja pegawai tiap tahunnya. Pada tahun 
2013 saja, terdapat dua daerah yakni Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 
Kuningan selama tahun 2011 hingga 2013 berturut-turut menganggarkan 
belanja pegawai sekitar 70%.  
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Hal tersebut menunjukkan besarnya alokasi APBD untuk belanja pegawai 
yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah 
sehingga meningkatkan kinerja mereka dalam pengelolaan organisasi. 
Hal terakhir yang mungkin memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah 
sistem pengendalian internal yang harus memadai. Sistem Pengendalian Internal 
(SPI) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk 
memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai 
dengan standar akuntansi pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan 
keuangan yang mempunyai nilai informasi.  
Berdasarkan PP No.60/2008 menyatakan bahwa pengendalian internal 
meliputi berbagai kebijakan yaitu :  
(1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai 
bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi 
yang memadai dan (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan 
aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah.  
Jika penerapan sistem pengendalian internal berjalan dengan baik maka 
laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu 
juga sebaliknya jika penerapan sistem pengendalian internal tidak berjalan dengan 
baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai 
nilai informasi yang baik. 
Undang-Undang No.17/2003 mengisyaratkan bahwa laporan 
pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah pada gilirannya 
harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)  
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sebelum  disampaikan  kepada  pihak  legislatif  sesuai  dengan  segala 
kewenangannya. Pemeriksaan oleh BPK yang dimaksud adalah dalam rangka 
pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh UU No.15/2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam rangka 
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan harus memenuhi 
kriteria yang memadai yaitu memiliki nilai relevansi, dapat diandalkan, dapat 
dibandingkan dan dapat dipahami. Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang 
sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti 
pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh pemerintah. Terdapat 4 opini yang 
diberikan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP), Tidak Wajar (TP) dan pernyataan menolak memberi opini atau Tidak 
Memberikan Pendapat (TMP).  
Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hal yang 
menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pada kenyataannya, dalam laporan keuangan 
pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai serta masih 
banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh badan 
pemeriksa keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Fakta 
yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan BPK atas 520 
LKPD yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 
2014  menemukan 5.948 kasus kelemahan sistem pengendalian internal yang meliputi 
kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem 
pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur 
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pengendalian internal. Jumlah kasus tiap-tiap sub kelompok temuan disajikan dalam 
tabel 1.1. 
Tabel 1.1 
Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan 
 
No Kelompok Temuan Jumlah Kasus 
1 Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 2.136 
2 
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatn dan Belanja 
2.498 
3 Kelemahan Struktur Pengendalian Internal 1.314 
Jumlah 5.948 
(Sumber :www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2014) 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan dan mencatat 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 5.986 kasus yang 
meliputi belanja fiktif, kekurangan volume belanja pekerjaan atau barang, kelebihan 
pembiayaan, belanja tidak sesuai ketentuan serta pembayaran melebihi standar. Total 
kerugian sebanyak 4,2 triliun sebagaimana disajikan pada tabel 1.2. 
Tabel 1.2 
Kelompok Temuan Akibat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan 
atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2013 
 
No Kelompok Temuan Jumlah Kasus Nilai 
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan: 
1 Kerugian daerah 2.339 982.461,78 
2 Potensi Kerugian daerah 373 2.636.662,01 
3 Kekurangan Penerimaan 945 393.188,79 
4 Kelemahan Administrasi 2.115 - 
5 Ketidakhematan 106 56.160,80 
6 Ketidakefektifan 108 134.226,56 
Jumlah 5.986 4.202.738,94 
(Sumber :www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2014) 
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Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah melakukan audit atas LKPD 
selama lima tahun, dari tahun 2009-2013. BPK memberikan opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagaimana tersaji dalam tabel 1.3, walaupun jumlah 
temuan atas kasus kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan atas 
perundang-undangan lebih dari 5000 kasus tetapi hasil berbeda ditemukan pada 
pemeriksaan laporan keuangan daerah yang dinilai semakin membaik setiap tahun, 
hal ini didukung oleh data dari BPK yang menyatakan bahwa persentase LKPD dari 
tahun 2009-2013 mendapat opini WTP semakin meningkat, opini WDP cenderung 
tidak memiliki banyak perubahan serta opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak 
Memberikan Pendapat (TMP) menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat 
pada tabel 1.3. 
Tabel 1.3 





WTP % WDP % TW % TMP % 
2009 14 5% 306 68% 45 10% 106 19% 471 
2010 28 9% 321 68% 26 5% 114 19% 489 
2011 57 16% 330 65% 8 2% 96 15% 491 
2012 103 26% 308 61% 6 1% 74 13% 491 
2013 138 36% 264 60% 9 2% 16 3% 427 
Rataan 68 14% 305 64% 19 4% 82 17% 474 
(Sumber :www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2014, diolah) 
Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2009, dinyatakan bahwa terhadap 471 
LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini WTP atas 14 entitas, opini 
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WDP atas 306 entitas, opini TW atas 48 entitas dan opini TMP sebanyak 106 entitas. 
Perkembangan opini LKPD dari tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan 
peningkatan yang cukup tinggi tetapi pada kenyataannya persentasi rata-rata selama 5 
tahun opini BPK dengan penerbitan opini WTP tergolong masih rendah yaitu 14% 
atas 68 pemerintah daerah/kota yang persentasinya masih dibawah opini WDP dan 
TMP. Meskipun terdapat kenaikan proporsi opini WTP dan WDP yang diikuti 
penurunan proporsi opini TW dan TMP. Dari data tersebut, pemerintah daerah masih 
perlu meningkatkan kompetensi dalam penyajian laporan keuangan yang benar-benar 
mencerminkan karakteristik kualitatif yang ditandai dengan penerbitan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian/WTP dalam persentasi yang tinggi. Penyajian suatu laporan 
keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban 
keuangan yang lebih baik. Hasil pemeriksaan BPK pada laporan ikhtisar semester I 
tahun 2014 pada pemerintah daerah di Sulawesi Selatan tahun 2013 menunjukkan 
persentasi kenaikan yang hampir sama dengan pemberian opini BPK kepada seluruh 
pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan 7 entitas 
mendapat opini WTP, 13 entitas mendapat opini WDP serta 4 entitas mendapat opini 
TMP. Kabupaten Sinjai sendiri dalam 5 tahun berturut-turut (2009-2013) mendapat 
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini 
WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian internal yang telah memadai. 
Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan 
pengendalian internal dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan 
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keuangannya. Masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK 
menunjukkan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah belum 
optimal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi 
dan pelaporan, yaitu sebagai berikut: 
1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat; 
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan; 
3. Terlambat menyampaikan laporan; 
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; 
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya 
manusia yang memadai. 
Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 
laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi 
kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakterisktik kualitatif 
merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
sebagai dasar pengambilan keputusan maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa 
saja yang dapat memengaruhi keandalan kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
Penelitian ini  mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu: Sjoblom (1998), Yadyana 
(2008), Roviyantie (2011), Indriasari dan Nahartyo (2008), Sukmaningrum (2012), 
Ratifah dan Ridwan (2012), Ihsanti (2014) dan Akbar (2014). Dalam penelitian 
terdahulu menujukkan masih terdapat perbedaan hasil penelitian (inconcistency 
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result) dari masing-masing variabel yang diprediksi dapat  memengaruhi kualitas 
laporan keuangan. Selain itu, peneliti juga tertarik meneliti kualitas laporan keuangan 
pada sektor publik karena alasan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan 
di Indonesia. 
Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas maka penelitian ini menjadi 
pertimbangan penulis untuk meneliti masalah faktor-faktor yang memengaruhi 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui skripsi yang berjudul “Faktor-
Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi 
Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai)”. 
B. Rumusan Masalah 
Harapan yang muncul pada saat dimulainya otonomi daerah bahwa 
pemerintah daerah akan semakin mandiri dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan 
maupun pembangunan di daerahnya masing-masing. Karena itu, daerah otonom 
diberi kebebasan yang bersifat luas yang bertanggung jawab dalam hal penyajian 
laporan keuangan. Laporan keuangan pada pemerintah daerah dapat memberikan 
informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode 
selanjutnya serta sebagai indikator penilaian prestasi kinerja pemerintah daerah.  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Agar kebutuhan tersebut 
terpenuhi, maka perangkat daerah perlu memahami penerapan sistem akuntansi 
keuangan daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.  
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Kualitas laporan keuangan juga harus memenuhi aturan standar akuntansi 
pemerintah yang diatur dalam PP No.71/2010 yang diperlukan agar laporan keuangan 
pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, 
dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.  
Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja instansi dan 
mewujudkan good governance dibutuhkan sistem akuntansi yang baik, sumber daya 
manusia yang kompeten, sistem pengendalian internal yang memadai serta 
kemampuan manajemen dalam mengakomodasi tujuan organisasi. Karena itu, dari 
latar belakang yang telah ditemukan di atas terdapat beberapa masalah dalam 
penelitian ini, yaitu: 
1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber 
daya manusia dan sistem pengendalian internal secara simultan memengaruhi 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ? 
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memengaruhi kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah ? 
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia memengaruhi kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah ? 
4. Apakah sistem pengendalian internal memengaruhi kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah ? 
5. Apakah interaksi antara kemampuan manajemen dan sistem akuntansi 




6. Apakah interaksi antara kemampuan manajemen dan kompetensi sumber daya 
manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah daerah? 
7. Apakah interaksi antara kemampuan manajemen dan sistem pengendalian 
internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah daerah? 
C. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas hipotesis dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah 
Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi 
keuangan daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual maupun 
menggunakan aplikasi komputer. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 
merupakan pelaksanaan dalam menerapkan seluruh komponen dalam sistem 
akuntansi keuangan yang berpedoman pada Permendagri No.59/2007  tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Sedangkan, Mardiasmo (2004) 
mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, 
handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang 
handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang 
dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh 
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karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas 
diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.  
Roviyantie (2011) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh kompetensi 
sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap 
kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa sistem 
akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali 
hubungan antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
H1 : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah 
2. Hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah 
Sumber daya manusia merupakan human capital di dalam organisasi. Human 
capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat 
digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Human 
capital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan yang dengan human 
capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan 
berkualitas tinggi menurut Sutaryo (2011). 
Sutaryo (2011) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah faktor yang 
berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi Sistem akuntansi 
keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Menurut Guy et al 
20 
 
(2002) dalam Sukmaningrum (2012) kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian 
yang diperluka  untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi sumber daya manusia yang 
memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai 
informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
Indriasari dan Nahartyo (2008) membuktikan dalam penelitian bahwa 
kapasitas sumber daya berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi 
laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir 
provinsi Sumatera Selatan. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian 
Roviyantie (2011), Ihsanti (2014) dan Akbar (2014) yang menunjukkan dalam 
penelitian mereka bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 
pelaporan keuangan pemerintah daerah 
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali 
hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
H2 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi 
laporan keuangan. 
3. Hubungan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah 
Pengendalian internal merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus 
dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga 
atau organisasi. Penerapan pengendalian internal yang memadai akan memberikan 
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keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan serta akan 
meningkatkan kepercayaan stakeholders. 
Sistem pengendalin internal meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan 
untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data 
keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan 
demikian, pengendalian internal merupakan fondasi good governance dan garis 
pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam 
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 
Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan 
keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah 
belum memenuhi karakteristik dan nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang 
dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini tidak wajar atau disclaimer diantaranya 
disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011). 
Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) dan Sukmaningrum (2012) 
membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap nilai dan 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali 




H3 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan 
keuangan. 
4. Hubungan kemampuan manajemen sebagai pemoderasi hubungan penerapan 
sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah 
Penelitian Ratifah dan Ridwan (2012) menunjukkan bahwa sistem akuntansi 
keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Dalam hal ini, sebuah sistem yang baik pasti ditopang oleh manajemen organisasi 
yang baik pula. Penelitian Leif M. Sjoblom (1998) dengan menggunakan survey, 
diskusi informal dan inteview dengan manajemen perusahaan industri elektronik di 
Amerika Serikat mengungkapkan kegunaan dari informasi akuntansi  (usefulness of 
accounting information) bagi manajemen. Sistem akuntansi yang berjalan sesuai 
dengan prosedur akuntansi akan menghasilkan informasi yang berkualitas dari 
laporan keuangan yang dihasilkan.  Manajemen dalam hal ini berperan dalam  
menjalankan sistem akuntansi dan menjadi sebuah kewajiban manajemen untuk 
menjaga kualitas informasi keuangan melalui penerapan sistem akuntansi yang baik. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti dengan ini mengajukan sebuah hipotesis 
sebagai berikut : 
H4: Interaksi antara kemampuan manajemen dan sistem akuntansi keuangan daerah  
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah daerah. 
5. Hubungan kemampuan manajemen sebagai pemoderasi hubungan kompetensi 
sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
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Penelitian Roviyantie (2011), Ihsanti (2014) dan Akbar (2014) menujukkan 
hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Argirys (1992) yang menganalisis 
pengaruh atasan terhadap kualitas informasi yang ada dalam laporan keuangan. 
Penelitian ini berkonotasi perilaku dan menekankan bahwa kesuksesan organisasi 
tergantung pada atasan. Penekanan tersebut dikaitkan dengan kekuasaan pimpinan 
dalam pengambilan keputusan mengenai penetapan kebijakan akuntansi yang harus 
dilaksanakan bawahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa atasan berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.  
Kompetensi sumber daya manusia akan berperan jika pengambilan kebijakan 
organisasi oleh manajemen terkait pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang 
berjalan dengan baik dan tepat, sehingga sumber daya manusia berupa eksekutif 
maupun legislatif akan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam 
pengelolaan keuangan daerah serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti dengan ini mengajukan sebuah hipotesis 
sebagai berikut : 
H5: Interaksi antara kemampuan manajemen dan kompetensi sumber daya manusia 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah daerah. 
6. Hubungan kemampuan manajemen sebagai pemoderasi hubungan sistem 
pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) dan Sukmaningrum (2012) 
membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas 
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laporan keuangan pemerintah daerah. Terkait kemampuan manajemen sebagai 
variabel moderasi, sistem pengendalian internal akan berjalan efektif dan efisien 
dengan berjalannya fungsi controling dalam manajemen organisasi. Selain itu, 
semakin mampu manajemen mengoperasionalkan fungsi-fungsinya maka semakin 
berkualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu 
organisasi. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan menghasilkan 
laporan keuangan yang bermutu jika didukung oleh sebuah sistem manajemen yang 
menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka 
peneliti dengan ini mengajukan sebuah hipotesis sebagai berikut : 
H6: Interkasi antara kemampuan manajemen dan sistem pengendalian internal 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah daerah. 
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional 
Menurut Sugiyono (2011:61) variabel adalah suatu atribut atau sifat nilai dari 
orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, 
digunakan tiga macam variabel penelitian yaitu sebagai berikut: 
a. Variabel terikat (Dependen) 
Variabel  terikat  adalah  variabel  yang  menjadi  perhatian  utama  peneliti. 
Pada penelitian  ini yang menjadi variabel  terikat  adalah kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Berdasarkan PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) menyebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan 
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pemerintah adalah memenuhi prasyarat normatif agar dapat mencapai tujuannya 
yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 
b. Variabel Bebas (Independen) 
Menurut Sugiyono (2011:61) variabel bebas adalah variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 
dependen (terikat).  Pada penelitian  ini yang menjadi variabel bebas adalah sistem 
akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem 
pengendalian internal. 
1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 
Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI 
(2001) mendefinisikan sistem akuntansi keuangan secara sederhana yaitu: 
Suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan 
keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan 
yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan.  
Sedangkan menurut menurut Permendagri No.59/2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem akuntansi keuangan daerah yaitu: 
Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual 
atau menggunakan aplikasi komputer. 
2) Sumber Daya Manusia (SDM) 
Sumber  daya manusia merupakan  potensi  yang  terkandung dalam  diri  
manusia  untuk  mewujudkan  peranannya  sebagai  manusia  yang adaptif dan 
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transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang 
terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang 
seimbang dan berkelanjutan. Xu,  et  al  (2003)  mengatakan  bahwa sumber daya 
manusia dan hubungannya dengan sistem adalah isu penting dalam implementasi  
sistem yang akan mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. 
3) Sistem Pengendalian Internal (SPI) 
Pengendalian  internal  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  yang dipengaruhi  
oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk 
membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian  internal  
merupakan  suatu  cara  untuk  mengarahkan,  mengawasi, dan mengukur sumber 
daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian 
penggelapan atau fraud menurut Afriyanti (2011). Dalam bahasan akuntansi 
pemerintahan, PP No.60/2008 mendefiniskan Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah (SPIP) sebagai: 
Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan.  
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian 





c. Variabel Moderasi 
Menurut Sugiyono (2011:62) variabel moderasi merupakan variabel yang 
memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen 
dengan variabel dependen. Variabel moderasi merupakan tipe variabel yang 
mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah 
hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen 
kemungkinan positif atau negatif dalam hal ini tergantung pada variabel moderasi. 
Oleh karena itu, variabel moderasi dinamakan pula dengan variabel contigency. 
Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kemampuan manajemen. 
Kemampuan manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesanggupan 
atau kecakapan untuk melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 
dan pengendalian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran 
kinerja. Kemampuan manajemen dalam penelitian ini diproksikan sebagai faktor 
yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen.  
Pada  tabel 1.4 dapat  dilihat  ringkasan  definisi  operasional variabel yang  
























































1) Kesesuaian sistem dengan 
Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) ; 
2) Pengidentifikasian 
transaksi; 
3) Pencatatan transaksi; 
4) Bukti disetiap transaksi; 
5) Pencatatan kronologis; 
6) Pengklasifikasian transaksi; 
7) Laporan keuangan setiap 
periode; 
8) Pelaporan yang konsisten 
dan periodik. 
 
1) Pemahaman tentang 
akuntansi; 
2) Sumber daya manusia yang 
berkualitas; 
3) Sumber daya yang 
memadai; 
4) Peran dan tanggung jawab; 
5) Pelatihan keahlian dalam 
tugas; 
6) Sosialisasi peraturan baru; 
7) Pemahaman tentang 
struktur organisasi 
 
1) Integritas  data; 
2) Ketepatan  input dan 
posting data; 
3) Prosedur otorisasi dokumen 
transaksi; 
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5) Pembagian tanggungjawab; 
6) Penentuan kebijakan  dan 
standar akuntansi; dan 






























1) Penetapan tujuan; 
2) Pemilihan cara terbaik 






8) Pendelegasian Wewenang; 
9) Laporan; 















































              
 
 
1) Manfaat dari laporan 
keuangan yang dihasilkan; 
2) Ketepatan pelaporan  
laporan  keuangan; 
3) Kelengkapan  informasi   
yang disajikan; 
4) Penyajian secara jujur; 
5) Keakuratan informasi  yang 
disajikan; 
6) Isi laporan keuangan dapat 
diverifikasi; 
7) Isi laporan  keuangan  dapat 
dibandingkan  dengan 
periode sebelumnya; 
8) Kejelasan penyajian 


































        






2. Ruang Lingkup Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah pengujian hipotesis (hypothesis testing study). 
Pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan sifat dan hubungan antar variabel 
yang akan diuji yang didasarkan dengan teori yang ada. Penelitian ini berusaha 
menganalisa pengaruh penerapan akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi 
sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah dengan kemampuan manajemen sebagai variabel 
moderasi. Analisis faktor-faktor mencoba mengkaji hubungan internal dari sejumlah 
variabel-variabel. Variabel-variabel yang erat hubungannya akan bergabung 
membentuk sebuah faktor dimana setiap faktor yang terbentuk menggambarkan ciri 
dari variabel pembentuknya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sinjai. 
E. Kajian Pustaka 
Penelitian-penelitian mengenai kualitas laporan keuangan yang terfokus pada 
sektor publik diantaranya Sjoblom (1998), Yadyana (2008), Indriasari dan Nahartyo 
(2008),  Roviyantie (2011), Sukmaningrum (2012), Ratifah dan Ridwan (2012), 
Ihsanti (2014) dan Akbar (2014). Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) 
menunjukkan hubungan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sumber 
daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi. 
Kesimpulannya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian 
internal berpengaruh positif terhadap keterandalan informasi pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. Akan tetapi kompetensi sumber daya manusia berpengaruh  
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negatif.  Hasil penelitian ini juga didukung oleh Sukmaningrum (2012) yang 
menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. 
Penelitian Roviyantie (2011), Ihsanti (2014) dan Akbar (2014) menunjukkan 
hal yang berbeda, dalam penelitian mereka sumber daya manusia berpengaruh positif 
terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu pada variabel 
lainnya, Penelitian Ihsanti (2014) yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Lima Puluh 
Kota menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh 
terhadap kualitas akuntansi keuangan daerah walaupun dari data distribusi variabel 
sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai TCR pada kategori baik. Hal ini 
tidak sejalan dengan penelitian Ratifah dan Ridwan (2012) dan Roviyantie (2011) 
yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah.  
Penelitian Akbar (2014) menujukkan sistem pengendalian internal tidak 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan Indriasari dan Nahartyo (2008) dan Sukmaningrum (2012) 
yang membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari penelitian tersebut diatas dapat 
disimpulkan bahwa terdapat berbedaan hasil penelitian (inconsistency result) 
terhadap variabel bebas yang diteliti. 
Penelitian Sjoblom (1998) tentang hubungan kemampuan manajemen, peran 
auditor dengan kualitas informasi keuangan mengungkapkan kegunaan dari informasi 
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akuntansi (usefulness of accounting information) bagi manajemen dengan 
menggunakan survei, diskusi informal dan inteview dengan manajemen perusahaan 
industri elektronik di Amerika Serikat.  Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
informasi yang terkandung dalam laporan keuangan adalah salah satu alat 
pengambilan keputusan bagi manajemen, sehingga menjadi kewajiban manajemen 
untuk menjaga kualitas informasi keuangan. Penelitian lain terkait hubungan 
kemampuan manajemen dengan kualitas informasi akuntansi adalah penelitian 
Yadyana (2008) yang melakukan penelitian pada hotel berbintang di Bali. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kemampuan manajemen berupa perencanaan dan 
pengorganisasian berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi. 
Sebaliknya kemampuan manajemen berupa pengarahan dan pengendalian terbukti 
tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pada hotel berbintang di 
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Temuan penelitian 
menunjukkan bahwa salah satu 
alat pengambilan keputusan 
bagi manajemen adalah 
informasi yang terkandung 
dalam laporan keuangan, 
sehingga menjadi kewajiban 
manajemen(quality 
management) untuk menjaga 
kualitas informasi keuangan 






Akuntansi Pada Hotel 
Berbintang di Bali 
Kemampuan manajemen 
berupa fungsi perencanaan dan 
pengorganisasian berpengaruh 
dan fungsi pengarahan dan 
pengendalian terbukti tidak 





















Sumber daya manusia tidak 
berpengaruh dan pemanfaatan 
teknologi informasi dan 









sumber daya manusia 
dan penerapan Sistem 
akuntansi keuangan 
daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan 
pemerintah daerah 
Kompetensi sumber daya 
manusia dan sistem akuntansi 
keuangan daerah berpengaruh 
terhadap kualitas laporan 









Kompetensi Sumber daya 
manusia dan faktor eksternal 
(moderasi) tidak berpengaruh 
dan Sistem pengendalian  
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  pemerintah daerah internal berpengaruh terhadap 
kualitas informasi laporan 
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Sistem akuantansi keuangan 
daerah berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan, 
komitmen oganisasi juga 
mendukung pengaruh sistem 
akuntansi keuangan terhadap 














sumber daya manusia 
dan penerapan Sistem 
akuntansi keuangan 
daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan 
pemerintah daerah lapo 
Kompetensi sumber daya 
manusia berpengaruh dan 
penerapan Sistem akuntansi 
keuangan daerah tidak 
berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah 
daerah 






Sistem pengendalian internal 
tidak berpengaruh dan sumber 
daya manusia, teknologi 
informasi dan standar akuntansi 
keuangan pemerintah 
berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah 
daerah 
 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini 
mempunyai tujuan sebagai berikut: 
a. Menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi 
sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; 
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b. Menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; 
c. Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah; 
d. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah; 
e. Menganalisis pengaruh interaksi antara kemampuan manajemen dan sistem 
akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah 
daerah 
f. Menganalisis pengaruh interaksi antara kemampuan manajemen dan kompetensi 
sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah daerah 
g. Menganalisis pengaruh interaksi antara kemampuan manajemen dan sistem 
pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah daerah 
2. Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dalam aspek akademis, praktis 
dan teoritis sebagai berikut : 
a. Aspek Teoritis 
Penelitian ini mengambil landasan teori kegunaan informasi (decision-
usefulness theory) dan teori kompetensi yang dikaji di sektor publik, berbeda dengan 
penelitian sejenis yang dibuktikan secara empiris pada wilayah sektor privat (swasta), 
sehingga yang menjadi topik menarik dan menambah ruang lingkup penjelasan teori 
ini adalah kajian teori ini yang dilakukan pada wilayah sektor publik. 
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b. Aspek Praktis  
Manfaat praktis dengan ada penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun 
informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) pada pemerintah daerah Kabupaten Sinjai untuk dijadikan masukan dan 
pertimbangan guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
c. Aspek Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan 
data empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat 
menjadi dokumen akademik yang berguna dan dapat dijadikan informasi tambahan 






A. Teori Kegunaan-Keputusan (Decision-Usefulness Theory) 
Teori kegunaan-keputusan (decision-usefulness theory) informasi akuntansi 
telah dikenal sejak tahun 1954 dan menurut Staubus (2000) dalam Sukmaningrum 
(2012) telah menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual Financial 
Accounting Standard Boards (FASB), yaitu  Statement of Financial Accounting 
Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Pada tahap awal, teori ini dikenal 
dengan nama lain yaitu a theory of accounting to investors. 
Teori kegunaan-keputusan (decision-usefulness theory) informasi akuntansi 
mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji 
informasi akuntansi agar cakupan yang ada dalam suatu laporan kauangan dapat 
memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. SFAC 
No.2 tentang Qualitative Characteristics of Accounting Information menggambarkan 
hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya 
dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam 
pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan. Nilai relevan dan reliabilitas 
adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi yang berguna dalam 
pengambilan keputusan. 
Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat 
suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas 
38 
 
didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional 
bebas dari kesalahan/bias serta mewakili apa yang akan digambarkan. Agar relevan, 
informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan. Informasi 
akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu 
keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu pemakai dalam membentuk 
prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau 
untuk mengkonfirmasi atau membenarkan prediksinya.  
Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi 
komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatwaktuan 
(timeliness), Nilai umpan balik (feed-back Value) dan nilai prediktif (predictive-
value) dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu menggambarkan yang 
senyatanya (representaation faithfullness), netralitas (neutralitas) dan dapat diperiksa 
(verifiability). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung kualitas 
primer, yaitu komparabilitas (comparability) dan taat asas (consistency). 
Terkait kerangka konseptual Financial Accounting Standard Boards (FASB) 
tersebut, di Indonesia pada khususnya, telah ada komite yang bekerja menyusun 
standar akuntansi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Keuangan No.308/KMK/2002 yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 
(KSAP). Akan tetapi yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 
pemerintah yang berdasar kepada Peraturan Pemerintah. Berbeda dengan GASB yang 
memiliki otoritas tertinggi. Pemerintah Indonesia mengenal hirarki Prinsip Akuntansi 
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Berterima Umum (PABU) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai acuan 
utama yang memiliki otoritas. 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam UU 
No.71/2010 mengadopsi karakteristik kualitatif  primer sebagaimana tercantum dalam 
Statements of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.2. Hanya saja standar 
akuntansi pemerintah menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, 
andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk karakteristik konsistensi, 
menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.  
B. Teori Kompetensi 
Kompetensi didefinisikan oleh Mitrani et.al (1992) dan Spencer and Spencer, 
(1993) dalam Bakar (2002) yaitu “An underlying characteristics of an individual 
which is causally related to criterion referenced effective and or superior performance 
in a job or situation”. Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan 
berkaitan dengan efetivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Berdasarkan difinisi 
tersebut bahwa kata underlying charateristic mengandung makna kompetensi adalah 
bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang 
dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Sedangkan kata causally 
related berarti kompetensi adalah suatu yang menyebabkan atau memprediksi perilaku 
dan kinerja. Sedangkan kata criterion referenced mengandung makna bahwa 
kompetensi sebenarnya memprediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik, 
diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Misalnya, kriteria volume penjualan 
yang mampu dihasilkan oleh seseorang tenaga dalam sebuah perusahaan. 
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Kompetensi dapat berupa penguasaan masalah, keterampilan kognitif maupun 
keterampilan perilaku, tujuan,perangai, konsep diri, sikap atau nilai. Setiap orang 
dapat diukur dengan jelas dan dapat ditunjukkan untuk membedakan perilaku unggul 
atau yang berprestasi rata-rata. 
Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat 
kinerja yang diharapkan untuk katagori baik atau rata-rata. Penentuan ambang 
kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, 
suksesi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. 
Menurut Spencer and Spencer (1993) dan Mitrani et.al (1992) dalam Bakar (2002) 
terdapat 5 (lima) karakteristik kompetensi, yaitu : 
1. Knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. 
Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Skor atas tes pengetahuan 
sering gagal untuk memperediksi kinerja karena skor tersebut tidak berhasil 
mengukur pengetahuan dan keahlian seperti apa seharusnya dilakukan dalam 
pekerjaan. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta untuk memilih 
jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat 
melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. 
2. Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara 
fisik maupun mental. Misalnya, seorang dokter gigi secara fisik mempunyai 
keahlian untuk mencabut dan menambal gigi tanpa harus merusak saraf. Selain 
itu, kemampuan seorang programer komputer untuk mengorganisasikan 50.000 
kode dalam logika yang sekuensial. 
3. Motives adalah drive, direct and`select behavior to ward certain actions or goals 
and away from other. Seseorang memiliki motif berprestasi secara konsisten 
mengembangkan tujuan-tujuan yang memberikan tantangan pada dirinya dan 
bertanggungjawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan 
feed back untuk memperbaiki dirinya. 
4. Traits adalah watak yang membuat orang berperilaku atau bagaimana seseorang 
merespon sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya percaya diri, kontrol diri, dan 
ketabahan atau daya tahan. 
5. Self-Concept adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai 
diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui bagaimana nilai yang 
dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu. 
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Seseorang yang dinilai menjadi pemimpin seyogyanya memiliki perilaku 
kepemimpinan sehingga perlu adanya tes tentang leadership ability. 
Dalam kaitannya dengan karakteristik ke lima kompetensi tersebut, maka dapat 
dikatakan adanya 3 kecenderungan yang terjadi, yaitu: 
1. Bahwa kompetensi pengetahuan (knowledge competencies) dan keahlian (skill 
competencies) cenderung lebih nyata (visible) dan relatif berada di permukaan 
sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia. Oleh karenanya 
kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif mudah untuk dikembangkan 
sehingga program pelatihan merupakan cara yang baik untuk menjamin tingkat 
kemampuan sumber daya manusia. 
2. Motif kompetensi dan trait berada pada personality iceberg sehingga cukup 
sulit untuk dinilai dan dikembangkan sehingga salah satu cara yang paling 
efektif adalah memilih karakteristik tersebut dalam proses seleksi. 
3. konsep diri, watak atau sifat dan motif kompetensi lebih tersembunyi, dalam 
dan berada pada titik central kepribadian seseorang. Konsep diri terletak 
diantara keduanya. Sedangkan sikap dan nilai seperti percaya dapat dirubah 
melalui pelatihan, psikoterapi sekalipun memerlukan waktu yang lebih lama 
dan sulit. 
Melihat kecenderungan tersebut, maka dapat memberikan gambaran 
bagaimana pengaruh sumber daya manusia melalui peningkatan kualitasnya ke depan 
baik dalam perencanaan maupun dalam pengembangannya. Disisi lain bahwa 
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karakteristik tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lain yang saling 
menentukan. 
C. Akuntansi Pemerintahan 
Akuntansi pemerintahan pada beberapa sumber disebut sebagai akuntansi 
sektor publik. Secara organisasi akuntansi, domain publik antara lain meliputi 
pemerintah, BUMN/BUMD, universitas, yayasan, rumah sakit dan organisasi nirlaba 
lainnya. Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang diterjemahkan ke dalam suatu 
sistem informasi yang memberikan informasi penting mengenai aktivitas keuangan 
suatu organisasi (termasuk perusahaan) sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.  
Bastian (2010:16) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai: 
Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan 
dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen 
di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, 
maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.  
 
Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, 
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas 
pemerintahan daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan informasi 
berupa pelaporan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh 
pihak-pihak internal dan eksternl pemerintah yang memerlukan.  
Menurut Mardiasmo (2002) karakteristik dari organisasi pemerintah atau 
sektor publik dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu :  
1. Tujuan Organisasi, organisasi sektor publik atau organisasi pemerintah 
memiliki tujuan bukan untuk memaksimalkan laba melainkan pemberian 
pelayanan publik (public service) seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, 
penegaan hukum dan sebagainya.  
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2. Sumber Pembiayaan, sumber pendanaan atau sumber pembiayaan pada sektor 
publik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, charging for services, laba 
perusahaan milik negara pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri, obligasi 
daerah dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.  
3. Pola Pertanggungjawaban, manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat 
dalam organisasi sektor publik karena sumber dana yang digunakan organisasi 
sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat 
(public funds).  
4. Struktur Organisasi, struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, 
kaku, dan hierarkis. Struktur organisasi sangat terpengaruh pada politik seperti 
tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik akan sangat 
berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik.  
5. Karakteristik Anggaran, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat 
secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan lagi sebagai 
rahasia negara.  
6. Sistem Akuntansi, organisasi sektor publik menggunakan sistem cash toward to 
accrual artinya ada beberapa akun yang diperlakukan dengan basis kas ada juga 
sebagian akun yang diperlakukan dengan basis akrual.  
 
Halim (2007:35) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai 
beberapa tujuan yaitu:  
1. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)  
Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang 
lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak 
yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut 
tujuan pertanggungjawaban ini mewajibkan setiap orang atau badan yang 
mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.  
2. Manajerial  (management) 
Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan 
informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, 
pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. 
3. Pengawasan  (Controling) 
Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus 
memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan 







D. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan 
sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang 
diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan 
keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya 
atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas.  
Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan 
daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
Selanjutnya dalam disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan 
dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, 
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan 
dan maanfaat untuk masyarakat.  
Menurut PP  No.71/2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan yang 
terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 
suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan 
keuangan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan 
organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, menurut 
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peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan 
keuangan.  
Menurut Bastian (2010:178) pengertian laporan keuangan (sektor publik) 
adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 
suatu entitas sektor publik. 
Berdasarkan Permendagri No.13/2006, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) terdiri dari:  
1. Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian 
smber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang 
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu 
periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi 
anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.  
2. Neraca  
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban 
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri 
dari (1) Aset; (2) Kewajiban; dan (3) Ekuitas dana  
3. Laporan arus kas  
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 
operasional, inventari aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-
anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo 
akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.  
4. Catatan atas Laporan Keuangan  
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 
angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus 
kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan 
akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang 
diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi 
Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilan 
penyajian laporan keuangan secara wajar.  
E. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Laporan keuangan merupakan produk akhir dari sistem akuntansi yang berlaku 
pada suatu organisasi, baik organisasi swasta maupun pada organisasi pemerintahan.  
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Laporan keuangan pada organisasi pemerintahan merupakan asersi dari pihak 
manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain (stakeholder) 
tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang 
harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30, UU No.17/2003 
tentang keuangan negara meliputi laporan realisasi APBN/D,  neraca, laporan arus kas 
dan catatan atas laporan keuangan. 
Tujuan laporan keuangan menurut PP No.71/2010 mengisyaratkan bahwa 
laporan keuangan digunakan sebagai akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan 
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada 
entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; dan 
manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 
suatu entitas pelaporan dalam perode pelaporan sehingga memudahkan fungsi 
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas 
dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 
Tujuan laporan keuangan penting baik pada organisasi swasta maupun pada 
pemerintahan sehingga pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan 
keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi 
harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas 
laporan keuangan menurut PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.  
Kriteria tersebut di atas merujuk pada informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang 
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disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam 
mengambil keputusan karena  didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan 
dengan baik, disetujui dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan 
dan berkualitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan 
adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. 
Hal ini berarti bahwa  kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas 
informasi dari laporan tersebut.  
Berdasarkan PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya bahwa karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  merupakan  ukuran-
ukuran  normatif  yang  perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 
memenuhi tujuannya. Adapun empat karakteristik  kualitatif dari laporan keuangan 
menurut PP No. 71/2010 yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar 
laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Relevan 
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di 
dalamnya   dapat   mempengaruhi   keputusan   pengguna   dengan   membantu 
mereka mengevaluasi  peristiwa  masa lalu atau masa kini dan memprediksi 
masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 
lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat 
dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 
a. Memiliki manfaat umpan batik (feedback value) 
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi 





b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 
Informasi  dapat  membantu  pengguna  untuk  memprediksi  masa  yang 
akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 
c. Tepat waktu 
Informasi   disajikan   tepat   waktu   sehingga   dapat   berpengaruh   dan 
berguna dalam pengambilan keputusan. 
d. Lengkap 
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin 
yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 
pengambilan keputusan.  
2. Andal 
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 
kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 
Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat 
diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 
menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut: 
a. Penyajian jujur 
Informasi digambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang 
seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk 
disajikan. 
b. Dapat diverifikasi (verifiability) 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat  diuji dan apabila 
pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya 
tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 
c. Netralitas 
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 
kebutuhan pihak tertentu. 
3. Dapat dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan  akan  lebih  berguna  jika 
dapat  dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 
secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 
suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 
Perbandingan  secara eksternal dapat dilakukan  bila entitas yang 
diperbandingkan  menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas 
pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada 
kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan 
pada periode terjadinya perubahan. 
4. Dapat dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 
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pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 
dimaksud. 
 
F. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 
1. Definisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Prosedur Akuntansi 
Sistem akuntansi keuangan daerah menjelaskan serangkaian prosedur yang 
saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh 
yang ditunjukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang 
akan digunakan pihak internal dan eksternal pemerintah daerah untuk pengambilan 
keputusan ekonomi. 
Prosedur yang dimaksud adalah proses pengindentifikasian, pengukuran, 
pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi. Yang 
dimaksud dengan proses pengindentifikasian adalah pengindentifikasian ekonomi, 
agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. 
Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. 
Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan 
satuan uang. Proses tersebut menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi 
tertentu. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang 
merupakan hasil akhir proses akuntansi. 
Menurut Permendagri No.59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan:  
Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual 
atau menggunakan aplikasi komputer. 
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Menurut PP No.71/2010 pada lampiran I mengatakan bahwa:  
Sistem akuntansi keuangan daerah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi 
sejak analis transaksi sampai dengan laporan keuangan di lingkungan organisasi 
pemerintah. 
 
Permendagri No.13/2006 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah 
pusat diatur dengan peraturan menteri keuangan yang mengacu pada pedoman umum 
sistem akuntansi pemerintahan. Sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah diatur 
dengan peraturan gubernur/walikota/bupati yang mengacu pada pedoman umum 
sistem akuntansi pemerintahan. Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan yaitu 
tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP).  
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dan melaporkan 
pertangungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yang meliputi: 
a. Laporan realisasi anggaran; 
b. Laporan operasional; 
c. Laporan perubahan ekuitas; 
d. Neraca; 
e. Catatan atas laporan keuangan. 
Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
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Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Berdasarkan Permendagri No.13/2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi keuangan daerah 
sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, Prosedur akuntansi 
pengeluaran kas, Prosedur akuntansi aset tetap dan Prosedur akuntansi selain kas. 
2. Sistem dan prosedur pencatatan 
a. Sistem Pencatatan 
Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam 
akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi 
pengertian demikian kurang tepat. Hal ini disebabkan akuntansi menggunakan sistem 
pencatatan. Ada beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu 
sistem pencatatan single entry, double entry, dan triple entry. Pembukuan hanya 
menggunakan sistem pencatatan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
pembukuan merupakan bagian dari akuntansi. Ada beberapa sistem pencatatan 
menurut Halim (2007:42) yaitu sebagai berikut: 
1) Single Entry 
Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku 
tunggal atau pencatatan satu kali saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi 
ekonomi hanya dengan mencatatnya satu kali. Sistem pencatatan single entry ini 
memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu sederhana dan mudah 
dipahami. Tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan yaitu kurang bagus untuk 
pelaporan dan sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi. 
 
 
2) Double Entry 
Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku 
berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat sebanyak dua 
kali atau dikenal dengan istilah menjurnal. Sehingga membentuk suatu pikiran 
dalam dua sisi berlawanan yaitu debit dan kredit secara berpasangan. Dengan 
demikian, maka disetiap transaksi akan tercatat pada akun yang tepat, karena 
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masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media cross check. Selain 
ketepatan dalam pencatatan akun, double entry juga memiliki kemampuan 
untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal yang akurat, karena jumlah sisi 
debit harus sama dengan jumlah sisi kredit. 
3) Triple Entry 
Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan 
menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambahkan dengan pencatatan 
pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan double entry 
dilaksanakan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah 
juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan 
tersebut akan berefek pada sisi anggaran.  
 
b. Prosedur Pencatatan 
Menurut PP No.71/2010 serangkaian prosedur pencatatan pada akuntansi 
pemerintahan terbagi ke dalam enam bagian yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, 
aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 
1) Prosedur pencatatan akuntansi pendapatan 
Transaksi pendapatan pada Pejabat Pengelolahan Keuangan Daerah (PPKD) 
dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas 
diterima oleh kas daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak 
ketiga. Akuntansi pendapatan ini juga dilaksanakan berdasarkan asas bruto. 
2) Prosedur pencatatan akuntansi belanja 
Transaksi belanja pada Pejabat Pengelolahan Keuangan Daerah (PPKD) dicatat 
oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat saat pengesahan SPJ bila 
menggunakan SP2D UP/GU/TU atau pada saat menerima SP2D LS bila 
menggunakan LS. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. 
Untuk transaksi belanja modal pencatatan dilakukan secara corollary, yaitu 
dicatat dengan dua jurnal. 
3) Prosedur Pencatatan Akuntansi Pembiayaan 
Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, dan 
diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Sedangkan transaksi 
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah. 
4) Prosedur Pencatatan Akuntansi Aset 
Prosedur pencatatan aset pada akuntansi Pejabat Pengelolahan Keuangan 
Daerah (PPKD) lebih kepada pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari 
transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemeritah daerah. Berdasarkan bukti 
yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang memuat 
informasi tentang jenis/nama aset, kode rekening terkait, nilai aset, dan tanggal 
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transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal 
awal oleh fungsi akuntansi PPKD. 
5) Prosedur Pencatatan Akuntansi Kewajiban 
Prosedur pencatatan kewajiban pada akuntansi Pejabat Pengelolahan Keuangan 
Daerah (PPKD) lebih kepada pencatatan atas pengakuan kewajiban yang 
muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, 
pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang dan pencadangan atas utang 
jangka pendek. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat 
memorial yang memuat informasi tentang sejenis/nama kewajiban, kode 
rekening terkait, nilai kewajiban, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut 
akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi PPKD. 
6) Prosedur Pencatatan Akuntansi Ekuitas Dana 
Prosedur pencatatan ekuitas dana pada akuntansi Pejabat Pengelolahan 
Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pencatatan atas pengakuan ekuitas dana 
yang muncul dari transaksi investasi jangka panjang, kewajiban jangka panjang 
beserta reklasifikasinya dan dana candangan yang dilakukan oleh pemda. 
 
3. Sistem Pengakuan (Dasar Akuntansi) 
Pengertian pengakuan menurut PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) adalah: 
Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa 
dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur 
aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, 
sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang 
bersangkutan. 
 
Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos 
laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa yang terkait. Dari 
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan adalah penentuan kapan 
suatu transaksi dicatat.Untuk dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat, 
digunakan berbagai basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan. Adapun beberapa 
basis atau dasar akuntansi adalah sebagai berikut: 
a. Basis Kas 
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Basis kas menetapkan bahwa pengakuan/ pencatatan transaksi ekonomi hanya 
dilakukan apabila transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu 
transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak 
dicatat. Dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil aktivitasnya tidak 
banyak serta tidak rumit, penerapan basis kas masih dipandang wajar saat awal 
otonomi daerah. Namun, seiring berjalannya waktu cash basis sudah tidak diterapkan 
lagi. 
b. Basis Akrual 
Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa 
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu, transaksi-
transaksi dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan periode 
terjadinya. 
Cara pembukuan basis akrual membukukan pendapatan pada saat timbulnya 
hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya terjadi, sudah diterima ataupun 
sebelum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa 
memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan. Basis akrual ini akan mencakup 
pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagi hak dan 
kewajiban di masa yang akan datang. Basis akrual akan meliput semua aktivitas 
dibandingkan dengan basis kas. 
c. Basis Kas Modifikasian 
Basis kas modifikasian merupakan kombinasi kas dengan basis akrual. Jadi, 
penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi 
55 
 
dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir 
tahun anggaran berdasarkan basis akrual. 
d. Basis Akrual Modifikasian 
Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas 
untuk transaksi-transaksi tertentu dengan menggunakan basis akrual sebagai besar 
transaksi. Pembatasan penggunaan basis akrual dilandasi dengan pertimbangan 
kepraktisan. 
G. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 
 Sumber daya manusia (human resources) merupakan orang-orang di dalam 
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia 
adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan 
fungsi dan perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan daerah.  
Sumber daya manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia yang dalam 
organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. 
Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di 
mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya 
manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.  
Menurut Warisno (2008) dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang 
kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering 
mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. 
Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya 
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manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan 
baik. Kegagalan sumber daya manusia pada pemerintah daerah dalam memahami dan 
menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan 
yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. 
Adapun faktor-faktor yang menunjang kompetensi sumber daya manusia, sebagai 
berikut: 
1. Pendidikan Formal  
Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia 
terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. 
Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang 
terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 
pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam organisasi merupakan suatu proses 
mengembangkan kemampuan ke arah yang diinginkan.   
2. Pendidikan dan Pelatihan  
Program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai yang sudah 
dimiliki agar kemampuan pegawai semakin baik. Pendidikan ditekankan pada 
peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, 
yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk 
mengubah perilaku kerja, sedangkan pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan 




3. Pengalaman Kerja   
Siagian (2002:62) mengemukakan bahwa pengalaman langsung apabila 
seseorang pernah bekerja pada suatu organisasi, lalu oleh karena sesuatu 
meninggalkan organisasi itu dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan 
pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh seseorang 
pada suatu organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota 
daripada organisasi di mana peritiwa yang diamati dan diikuti terjadi. 
H. Sistem Pengendalian Internal (SPI) 
Xu, et al. (2003)  menjelaskan  bahwa  interaksi  antara  orang dan sistem 
serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas 
dari  sebuah  informasi.  Keandalan  sistem  harus  juga  didukung  oleh  keandalan 
sumber daya manusia. Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap 
dapat berjalan baik. 
Menurut PP No.60/2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 
adalah:  
Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intenal yang diselenggarakan 
secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
 
Pengendalian internal versi COSO (Commite Of Sponsoring Organizations of 
Treadway Commision, 1992) merupakan suatu kerangka internal control dengan 
mengintegrasikan semua aspek operasi dan keuangan perusahaan, termasuk antara 
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pimpinan (top executives) maupun pegawai (employees), tujuan dan risiko usaha, 
serta meliputi semua unit kegiatan organisasi.  Penerapan pengendalian internal versi 
COSO (1992) diharapkan dapat mengurangi berbagai bentuk penyimpangan yang 
mungkin terjadi, perbaikan kualitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap 
peraturan. Definisi pengendalian internal yang dirumuskan oleh COSO (1992), 
diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk Peraturan Pemerintah  
No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.  
Menurut COSO (1992) tujuan utama pengendalian internal adalah: (1). 
effectiveness and efficiency of operations, (2) Reliability of financial reporting, and 
(3) Compliance with applicable laws and regulations. Tujuan yang pertama adalah 
menekankan pada tujuan dasar dalam setiap organisasi,  mencakup  kinerja,  
profitabilitas  dan  pengamanan  sumber  daya.  Kedua adalah menyangkut 
kehandalan laporan organisasi. Terakhir adalah berkaitan dengan kepatuhan terhadap 
hukum dan regulasi dimana organisasi itu berada. 
Tujuan pengendalian internal tersebut di atas dapat dicapai jika manajemen  
menerapkan komponen-komponen pengendalian intern dari setiap aktivitas operasi. 
Statement of Auditing Standard (SAS) sejalan dengan PP No.60/2008 dalam  
mendefinisikan   lima   komponen   pengendalian internal yang berkaitan dengan 
pernyataan COSO (1992). Lima komponen pengendalian internal tersebut yaitu: 
1. Lingkungan pengendalian (Control environment) 
Lingkungan pengendalian menunjukkan atmosfir atau suasana (sets the tone) 
dalam suatu organisasi/ perusahaan yang mempengaruhi kesadaran 
pengendalian (control consciousness)  dari orang-orang  dalam  organisasi 
tersebut. Lingkungan  pengendalian  ini merupakan  fondasi atau dasar  bagi  
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komponen  lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari 
atas atau tone at the top. 
2. Penilaian risiko (Risk assessment) 
Penilaian risiko merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi,   menganalisis   
dan  mengelola   berbagai   risiko  dalam  organisasi dikaitkan dengan tujuan 
yang ingin dicapai. 
3. Aktivitas pengendalian (Control activities) 
Aktifitas pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur untuk  membantu  
meyakinkan  bahwa  semua  tindakan  dilaksanakan  sesuai  dengan arahan 
manajamen secara efektif. 
4. Informasi   dan   komunikasi (Information   and   communication) 
Sistem informasi   dan  komunikasi   memungkinkan   orang-orang   dalam   
organisasi   untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk 
mengelola, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional. 
5. Pemantauan (Monitoring) 
Pemantauan merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas  dari 
sistem  pengendalian  internal,  termasuk  modifikasi  dan penyempurnaannya 
apabila diperlukan.  
 
Pengendalian internal menurut COSO (1992) menjelaskan hubungan langsung 
antara ketiga kategori tujuan yang harus dicapai dengan kelima komponen 
pengendalian internal (menunjukkan  apa yang diperlukan  untuk mencapai  tujuan). 
Kelima  komponen  pengendalian  internal merupakan satu kesatuan utuh yang tidak 
dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam rangka  pencapaian  tujuan yaitu  
effectiveness  and efficiency  of operations,  reliability  of financial dan compliance 
with laws and regulations. 
I. Kemampuan Manajemen 
Kamus umum bahasa Indonesia memberikan pengertian kemampuan sebagai 
kesanggupan atau kecakapan untuk melakukan sesuatu. Kata manajemen berasal dari 
bahasa Inggris yaitu management yang berarti mengurus, mengatur, memimpin 
sedang dalam bahasa Perancis yaitu ménage memiliki arti tindakan untuk 
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membimbing atau memimpin, berupa proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengendalian usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan 
sumber daya  organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  
Keberhasilan mengelola sumber daya tersebut sangat ditentukan dalam 
mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen.   
Terdapat beberapa pendapat para ahli tentang fungsi manajemen yang 
beragam. Weihrich dan Koontz (2005:27) berpendapat bahwa fungsi manajemen 
terdiri dari  planning, organizing, staffing, directing dan controlling. Umumnya yang 
dikenal orang tentang fungsi manajemen adalah istilah POAC, yaitu planning 
(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan) dan 
controlling (pengendalian), seperti Schermerhorn (2005:5) membagi fungsi 
manajemen dengan pendekatan POAC. Schermerhorn mendefenisikan manajemen 
adalah is the process of planning, organizing, leading and controlling the use of 
resources to accomplish performance goals (manajemen adalah proses perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian penggunaan sumber daya untuk 
mencapai tujuan/sasaran kinerja) 
Penjelasan secara garis besar dari fungsi-fungsi tersebut yaitu perencanaan, 
pengorganisasian,  pengarahan dan pengawasan adalah sebagai berikut :   
1. Fungsi Perencanaan  
Fungsi perencanaan dalam manajemen merupakan fungsi dasar dari fungsi-
fungsi lainnya, karena perencanaan merupakan tujuan, arah, strategi, aturan maupun 
program yang akan selalu menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi 
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manajemen lainnya. Perencanaan adalah suatu proses yang menentukan dan 
menetapkan tujuan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana untuk mencapainya. 
2. Fungsi Pengorganisasian 
Beberapa pengertian pengorganisasian  antara lain: (1) cara manajemen 
merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif sumber daya yang 
ada, (2) bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, dan pada tiap 
kelompok diikuti dengan penugasan seorang manajer yang diberi wewenang untuk 
mengawasi anggota-anggota kelompok, (3) hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, 
jabatan-jabatan, tugas- tugas dan para karyawan, (4) cara para manajer membagi 
tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen mereka dan mendelegasikan 
wewenang yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dengan demikian 
pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal 
mengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara 
para anggota organisasi dapat dicapai dengan efisien. 
3. Fungsi Pengarahan  
Pengarahan merupakan hubungan manusia yang mengikat para bawahan agar 
bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara etektif serta efisien dalam 
pencapaian tujuan suatu organisasi. Lebih spesifik lagi pengarahan meliputi kegiatan 
memberi pengarahan (directing), mempengaruhi orang lain (influencing) dan 
memotivasi orang tersebut untuk bekerja (motivating). Pengarahan bisa dikatakan 
sebagai kegiatan manajemen yang paling menantang dan paling kompleks karena 
lansung berhadapan manusia, yang mempunyai tingkah laku beraneka ragam. 
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Bagaimana membuat orang lain bekerja untuk tujuan organisasi merupakan pekerjaan 
yang tidak mudah. Pimpinan harus mampu menciptakan suasana (atmosfer) yang bisa 
mendorong orang untuk bekerja. Cara yang dipakai mungkin sangat berlainan dari 
satu organisasi ke organisasi lainnya, tergantung prinsip yang digunakan pimpinan 
dalam melakukan pengarahan. 
4. Fungsi Pengawasan atau Pengendalian 
Pengawasan atau pengendalian merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa 
tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengendalian dalam arti luas 
mencakup sistem pengendalian manajemen dan operasional berupa tanggungjawab 
manajemen, wewenang, laporan dan umpan balik yang dapat menjamin bahwa semua 
sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisiensi dalam 
pencapaian tujuan organisasi. 
J. Kerangka Pikir 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh  
hubungan antara variabel bebas yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, sumber daya 
manusia dan sistem pengendalian internal terhadap variabel terikat yaitu kualitas 
laporan keuangan dengan kemampuan manajemen sebagai variabel moderasi. 
Rerangka penelitian digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap 
permasalahan yang dibahas. Adapun rerangka pemikiran penelitian ini digambarkan 




























































A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif menekankan pada 
pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka 
dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro, 1999:12). 
Berdasarkan karasteristik masalah penelitian maka diklasifikasikan kedalam 
penelitian deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa 
fakta saat ini dari suatu populasi.  
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di kabupaten Sinjai dengan membagikan 
kuisioner kepada pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi 
atau tata usaha keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Sinjai. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan bentuk penelitian korelasional (Correlational 
Research) yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan 
korelasional antara dua variabel atau lebih yaitu penelitian studi kasus dan lapangan. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan 
dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta intraksinya 





melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) kabupaten Sinjai. Studi kasus ini cenderung pada pengujian yang 
relatif banyak untuk variabel dengan jumlah  sampel relatif sedikit. 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang 
akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiyono (2011:117). 
Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sinjai. Jumlah SKPD di 
Kabupaten Sinjai sebanyak 44 SKPD yang terdiri dari 16 dinas, 8 badan, 5 kantor, 4 
Sekretariat, RSUD, Inspektorat, dan 9 kecamatan. Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) Kabupaten Sinjai sendiri mendapat opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 5 tahun 
berturut-turut (periode 2008-2013). 
 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut menurut Sugiyono (2011:118). Pengambilan sampel atas responden 
dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiyono (2011:124). Sampel dipilih 
berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Responden penelitian berupa pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan 





Pembatasan obyek penelitian pada dinas daerah berangkat dari alasan bahwa 
dinas daerah adalah pelaksana kewenangan otonomi daerah (PP No.41/2007) 
yang menerima dan mengelola secara langsung anggaran pembangunan 
daerah. Selain itu, aspek kemudahan dalam menjangkau informasi yang 
dibutuhkan juga menjadi alasan peneliti, sehingga diharapkan pengumpulan 
data mudah, efektif, efisien dan ekonomis; 
2. Responden memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode 
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 
D. Jenis dan Sumber Data 
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  subyek,  
yaitu  data yang  berupa  opini,  sikap,  pengalaman  atau  karakterisktik  dari  
seseorang  atau kelompok orang  yang  menjadi  subyek penelitian  (responden). 
Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 
yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 
perantara media). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 
menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) 
secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), 
kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer ini berasal dari jawaban 
responden atas kuesioner  yang  dibagikan  kepada  pejabat struktural dan aparat yang 
melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan Satuan Kerja Perangkat 






E. Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dari sumber primer, yaitu 
sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 
2011:308) untuk diperoleh data yang  relevan,  dapat  dipercaya,  obyektif  dan  dapat  
dijadikan  landasan  dalam proses analisis. Prosedur pengumpulan tersebut digunakan 
untuk memperoleh informasi mengenai variabel penelitian yaitu penerapan sistem 
akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian 
internal, kemampuan manajemen serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara penyebaran langsung kepada sampel 
penelitian yaitu pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi 
atau tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 
Sinjai. 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
jenis data kuesioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel penerapan sistem 
akuntansi keuangan daerah (X1), kompetensi sumber daya manusia (X2) dan sistem 
pengendalian internal (X3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) 
dengan kemampuan manajemen (X4) sebagai variabel moderasi. 
Peneliti menggunakan bentuk kuesioner tertutup yaitu angket yang disajikan 
dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang 
(V) pada kolom atau tempat yang sesuai. Menurut Riduwan (2002:2) kelebihan dari 





pemberian kode dan responden tidak perlu menulis lebih banyak. Penelitian ini 
menggunakan skala likert satu sampai lima. Nilai tersebut dimulai dari 1 (Sangat  
Buruk)  hingga 5 (Sangat  Baik)  untuk skenarionya  dan jika responden  menjawab 5 
(Sangat  Baik)  dari  masing-masing   variabel  dan indikator,  maka  cenderung  
bahwa  kualitas  laporan  keuangan yang dihasilkan oleh SKPD memiliki kualitas 
yang baik (tinggi).   
Kuesioner dibagikan langsung kepada pejabat struktural dan aparat yang 
melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sinjai. Sedangkan sumber data yang 
digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek 
penelitian. 
G. Pengukuran Variabel 
Pengukuran variabel menggunakan analisis deskriptif yang berisi tentang 
bahasan secara deskriptif mengenai tanggapan yang diberikan responden pada 
kuesioner dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 
untuk umum. Statistik deskriptif umumnya digunakan untuk memberikan informasi 
mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden.  
Ukuran yang digunakan dalam analisis deskriptif tergantung pada tipe skala construct 
yang digunakan dalam penelitian.Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan 





digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 
orang tentang fenomena sosial. 
Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert 
5 poin dan cara penentuan rentang skala dengan rumus sebagai berikut: 
  
     
 
 
Keterangan  : C= Perkiraan besarnya kelas 
   K= Banyaknya kelas 
  Xn= Nilai observasi terbesar 
  X1= Nilai observasi terkecil 
 
H. Analisis Deskriptif 
Statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari 
suatu data. Uji statistik deskriptif ini dilakukan untuk memperoleh gambaran 
mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif 
akan dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai 
minimum untuk memperoleh deskriptif variabel dan nilai rata-rata dari frekuensi serta 
kategori pernyataan untuk deskriptif item pernyataan. 
I. Uji Kualitas Data 
Komitmen pengukuran dan pengujian suatu keosener atau hipotesis sangat 
bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian 





penelitian tidak memiliki reability (tingkat keandalan) dan validity (tingkat 
kebenaran/keabsahan yang tinggi). Pengujian pengukuran tersebut masing-masing 
menujukkan konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Pengujian validitas dan 
reabilitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (Statistical Product and 
Service Solution). 
a. Uji Validitas 
Uji validitas kuesioner digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner. Validitas  dapat  diartikan  pula  sebagai  suatu  ukuran  yang  
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu  instrumen. Suatu 
instrumen yang valid dan sahih mempunyai validitas yang tinggi, yang berarti 
bahwa alat ukur yang digunakan tersebut sudah tepat. Uji validitas dilakukan dengan 
cara melihat korelasi skor masing-masing item pernyataan dalam kuesioner 
dengan skor totalnya. 
 Uji validitas ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau 
intrumen. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau  
benar. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu 
menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor dengan 
menggunakan metode Product Moment Pearson Correlation. Data dinyatakan valid 
jika nilai r-hitung yang menggunakan nilai dari Corrected Item-Total Correlation > 
dari r-tabel pada signifikansi 0,05 (5%). 
b. Uji Reliabilitas 





indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal 
apabila jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran 
relibilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu repeated measure (pengukuran 
ulang) dan one shot (pengukuran sekali saja). Dalam penelitian ini,  pengukuran 
reliabilitas dilakukan dengan one shot atau pengukuran sekali saja dan kemudian 
hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar 
pernyataan lain. Untuk menguji reliabilitas   kuesioner   digunakan   teknik   
Cronbach Alpha, Reabilitas suatu instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi 
apabila nilai koefisien Cronbach Alpha yang diperoleh > 0,60. 
J. Metode Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak 
terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji 
melalui uji asumsi klasik, yaitu: 
a. Uji Normalitas 
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji t dan f 
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, kalau asumsi ini 
dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara untuk mendeteksi 
apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Analisis 
grafik dapat dilakukan dengan: (a) melihat grafik histogram yang membandingkan 





normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi 
normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan ploting data 
residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual 
normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 
diagonalnya. 
Cara lain adalah dengan uji statistik one-simple kolmogorov-smirnov. Dasar 
pengambilan keputusan dari one- simple kolmogorov-smirnov adalah: 
1) Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di atas tingkat signifikansi 0,05 
menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi 
asumsi normalitas. 
2) Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di bawah tingkat signifikansi 0,05 
tidak menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak 
memenuhi asumsi normalitas. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 
ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 
independen sama dengan nol. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya 
multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan 





1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 
terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut. 
2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan 
multikolonieritas pada penelitian tersebut. 
c. Uji heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan  yang lain. Jika 
varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homoskedastiditas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui 
adanya heteroskedastisitas  adalah dengan melihat ada/tidaknya pola tertentu pada 
grafik Scattter Plot dengan ketentuan: 
1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur maka menujukkan telah terjadi heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Intrepetasi yang dipergunakan selain melihat grafik Scatter Plot adalah uji 
Spearman dimana pada uji ini dilakukan perhitungan dari korelasi rank spearman 
antara variabel absolut dengan variabel-variabel bebas. Kemudian nilai dari semua 
rank spearman tersebut dibandingkan dengan nilai signifikasi yang ditentukan. 
Masalah heterokedastisitas tidak terjadi bila nilai rank spearman antara variabel 
absolut residual regresi dengan variabel-variabel bebas lebih besar dari nilai 





d. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, 
maka untuk mengetahui autokorelasi kita harus  melihat nilai uji Durbin Watson. 
Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin Watson (uji DW) 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol 
ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 
2) Jika d terletak antara dU dan (4-dL), maka hipotesis nol diterima, yang 
berarti tidak ada autokorelasi. 
3) Jika d terletak antara dL dan dU atau antara (4-dL) dan (4-dL), maka tidak 
menghasilkan kesimpulan yang pasti. 
Uji autokorelasi yang dapat dilakukan selain dengan menggunakan uji 
Durbin Watson (uji DW) yaitu uji Runs Test dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Jika hasil Runs Test di atas tingkat signifikansi 0,05 menujukkan kesimpulan 
yaitu tidak terdapat autokorelasi. 
2) Jika hasil Runs Test di bawah tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan adanya 
autokorelasi. 
2. Uji Hipotesis 
Persamaan regresi yang diperoleh dalam suatu proses perhitungan tidak selalu 
baik untuk mengestimasi nilai variabel terikat. Untuk mengetahui apakah suatu 
persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen 





a. Analisis Regresi Linier Berganda (Multiple Regression Analysis) 
Analisis regresi linier berganda (multiple regression) dilakukan untuk 
menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (explanatory) terhadap satu 
variabel dependen. Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai 
berikut : 
Y = α + β 1X1 + β 2X2 + β 3X3 + e………………………....(1) 
Keterangan :  
Y  = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
α  = konstanta 
β 1  = koefisien regresi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah 
β 2  = koefisien regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia 
β 3  = koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal 
X1 = Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah 
X2 = Variabel Kompetensi Sumber Daya 
X3 = Variabel Sistem Pengendalian Internal 
e = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian/ variabel 
pengganggu 
Menyelesaikan analisis data menggunakan Software Program SPSS 16 
(Statistical Product and Service Solution) dan semua hasil output data yang 
dihasilkan kemudian diintepretasikan satu per satu. Uji regresi berganda dilakukan 






b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Residual 
Menurut Ghozali (2007:171) pengujian variabel moderasi menggunakan uji 
interaksi dan uji selisih nilai mutlak (absolute residual) mempunyai kecendrungan 
akan terjadi multikolinearitas yang tinggi antar variabel independen dan hal ini akan 
menyalahi asumsi klasik dalam regresi ordinary least square (OLS). Untuk 
mengatasi multikolinearitas ini, maka dikembangkanlah model lain yang disebut uji 
residual. Peneliti menggunakan uji residual untuk membuktikan apakah variabel 
moderasi kemampuan manajemen merupakan variabel moderasi atau bukan. 
Fokus dalam uji residual adalah menilai ketidakcocokan (lack of fit) yang 
dihasilkan dari deviasi (penyimpangan) dari hubungan linear amtar variabel 
independen (Ghozali, 2007:171) hubungan linear antara variabel independen dan 
variabel moderasi. Lack of fit ditunjukkan oleh nilai residual di dalam regresi.  
Pendekatan residual ini dikemukakan oleh Dewar dan Werbel (1979) bahwa 
pendekatan ini mengasumsikan bahwa ada banyak kemungkinan kombinasi yang 
menunjukkan kesesuaian terbaik atau konsistensi yang ada ini disajikan dalam jalur 
regresi. Kesesuaian terbaik dari masing-masing variabel bebas (sistem akuntansi 
keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian 
internal) dan faktor kondisional diperoleh dengan peregresian faktor kontinjen dari 
variabel bebas. Estimasi parameter berasal dari regresi kemudian digunakan untuk 
menentukan nilai faktor kontinjen (kemampuan manajemen) berkaitan dengan nilai 
variabel bebas (persamaan 2). Apabila kombinasi tersebut menyimpang dari 





Hubungan negatif dan signifikan dari korelasi antara nilai deviasi (nilai absolut dari 
seridual standardized) dari masing-masing pasangan (masing-masing variabel bebas 
dan kemampuan manajemen) pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
sebagai bukti mendukung hipotesis. 
Deviasi (simpangan) yaitu ketidakcocokan variabel bebas dengan faktor 
kontijen (persamaan 3,5 dan 7). Ketidaksesuaian antara variabel bebas dengan faktor 
kontijen berhubungan negatif dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 
artinya semakin rendah tingkat ketidaksesuaian (deviasi) atau dengan kata lain 
semakin tinggi tingkat kesesuaian antara variabel bebas dan faktor kontijen 
(kemampuan manajemen) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah, dan begitupula sebaliknya. Langkah uji residual dalam penelitian ini dapat 
diilustrasikan dengan persamaan regresi sebagai berikut: 
X4 = a + b1X1 + e ………………………………………………… (2) 
     │e│(DEV1) = a + b2 Y ……………..…………….………….…… (3) 
X4 = a + b1 X2 + e ……………………………………………….. (4) 
     │e│(DEV2) = a + b2 Y …………………………….……………… (5) 
X4 = a + b1 X3 + e ……………………..…………………………. (6) 
     │e│(DEV3) = a + b2 Y …….…………………………………..….. (7) 
Keterangan: Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
X1 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
X2 = Sumber Daya Manusia 





X4 = Kemampuan Manajemen 
│e│(DEV1) = Nilai deviasi antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
dengan Kemampuan Manajemen 
│e│(DEV2) = Nilai deviasi antara Sumber Daya Manusia dengan 
Kemampuan Manajemen 
│e│(DEV3) = Nilai deviasi antara Sistem Pengendalian Internal Dengan 
Kemampuan Manajemen 
a  = Kostanta 
b = Koefisien Regresi 
 e = Error Term 
Menyelesaikan analisis data menggunakan Software Program SPSS 16 
(Statistical Product and Service Solution) dan semua hasil output data yang 
dihasilkan kemudian diintepretasikan satu per satu. Criteria pengujian didasarkan 
pada  nilai p-value yang dihasilkan output SPSS dengan tingkat signifikansi p-value 
0,05. Uji regresi dengan pendekatan residual dilakukan untuk menguji hipotesis H4, 
H5 dan H6. 
Ekspektasi penelitian ini akan ditentukan oleh nilai DEV1, DEV2 dan DEV3. 
Apabila nilai DEV1, DEV2, dan DEV3 negatif signifikan, berarti semakin tinggi 
tingkat kesesuaian antara variabel bebas dan kemampuan manajemen, maka semakin 
tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka pada 
hipotesis penelitian H4, H5 dan H6 apabila nilai koefisien korelasi antara DEV1, 





maka Hipotesis H4, H5 dan H6 diterima, berarti ada kesesuaian antara variabel bebas 
dengan kemampuan manajemen berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Kombinasi kesesuaian antara masing variabel bebas dan 
kemampuan manajemen yang tinggi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
 Perhitungan dengan SPSS 16 akan diperoleh keterangan atau  hasil tentang 
koefisien determinasi (R
2
), Uji F, Uji t untuk menjawab perumusan masalah 
penelitian. berikut ini keterangan yang berkenaan dengan hal tersebut, yakni : 
1) Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan 
variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya.  Nilai koefisien determinasi 
adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R
2
 kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas 
dan sebaliknya apabila R
2
 besar berarti kemampuan variabel-variabel independen 
dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar. 
2) Uji F ( Uji Simultan) 
Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel X1, X2, X4 dan variabel X4 
secara keseluruhan terhadap variabel Y. untuk menguji hipotesa : Ho : b = 0, maka 
langkah – langkah yang akan digunakan untuk menguji hipotesa tersebut dengan uji F 







a) Menentukan Ho dan Ha 
Ho  : β1 = β2 = β3 = 0 ( tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
independen dan variabel dependen) 
Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 ( terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
independen dan variabel dependen) 
b) Menentukan Level of Significance 
Level of Significance yang digunakan sebesar 5% atau (α) = 0,05 
c) Melihat nilai F ( F hitung ) 
Melihat F hitung dengan melihat output (tabel anova) SPSS 16 dan 
membandingkannya dengan F tabel. 
d) Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan Ho, dengan melihat tingkat 
probabilitasnya, yaitu : 
Jika Signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 
Jika Signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 
3) Uji t ( Uji Parsial ) 
Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien 
regresi. jika suatu koefesien regresi signifikan menunjukan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel independen (explanatory) secara individual dalam menerangkan variabel 
dependen. 
Untuk menguji koefisien hipotesis : Ho = 0. untuk itu langkah yang digunakan 






a) Menentukan Ho dan Ha 
Ho  : β1 = β2 = β3 = 0 ( tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
independen dan variabel dependen) 
Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 ( terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
independen dan variabel dependen) 
b) Menentukan Level of Significance 
Level of Significance yang digunakan sebesar 5% atau (α) = 0,05 
c) Menentukan nilai t ( t hitung ) 
Melihat nilai t hitung dan membandingkannya dengan t tabel. 
d) Menentukan Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan Ho sebagai berikut : 
Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Visi dan Misi Kabupaten Sinjai 
Visi Kabupaten Sinjai yaitu: “Terwujudnya Sinjai Bersatu yang sejahtera, 
unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik”. Penjabaran Visi 
tersebut sebagai berikut: 
a. Sinjai Bersatu yang sejahtera adalah dengan semangat persatuan dan keputusan 
serta kebersamaan membangun kebutuhan dasar dengan tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan daerah yang berwawasan lingkungan. 
b. Unggul dalam kualitas hidup adalah masyarakat Sinjai terdepan dalam 
pendidikan, kesehatan dan rukun dalam hidup beragama serta rukun dan damai 
dalam berbagai aspek kehidupan; 
c. Terdepan dalam pelayanan publik adalah masyarakat Sinjai mendapatkan jaminan 
pelayanan cepat, tepat dan terbaik dalam dukungan kualitas birokrasi yang 
handal, manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan dari 
aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai merumuskan misi dalam pencapaian visi 
yaitu sebagai berikut: 
a. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan 
ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan. 
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b. Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan. 
c. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang 
profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas. 
Strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sinjai 
meliputi: 
a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemanfaatan 
potensi lokal. 
b. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur baik di pedesaan maupun 
perkotaan. 
c. Penyediaan proporsi penggunaan anggaran yang langsung dirasakan oleh 
masyarakat. 
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui keagamaan, pendidikan dan 
kesehatan serta berbagai aspek kehidupan lainnya. 
e. Peningkatan transparansi, komunikasi terbuka, kepastian hukum, serta efesiensi 
dan efektifitas pemanfaatan anggaran. 
f. Peningkatan kinerja organisasi pemerintahan yang baik. 
Arah kebijakan dibuat untuk mempertajam beberapa konsep tersebut diatas, 
sehingga ketepatan sasaran antara rencana realisasi program dapat diwujudkan, yang 
meliputi: 
a. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan melalui fasilitas permodalan, penguatan 
kelembagaan perekonomian dalam hal menata ulang sistem birokrasi yang mudah 
dan murah serta pelayanan yang cepat pada lembaga seperti koperasi, Koperasi 
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Unit Desa (KUD) atau lembaga lainnya yang resmi yang diakui oleh 
pemerintahan.  
b. Membuka komunikasi dan menciptakan situasi nyaman bagi dunia usaha untuk 
berinvestasi, memberi peluang kemudahan rasa aman bagi investor, baik lokal 
maupun nasional dan internasional untuk bekerja sama dalam menanamkan 
modalnya. 
c. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian antar 
Desa dan Desa, anatara Desa dan Kecamatan dan Kabupaten, dalam hal 
perbaikan, pemeliharaan dan pembangunan jalan, jembatan, pasar, irigasi, dan 
yang lain berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. 
d. Mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat,. 
e. Sistem Komunikasi, yaitu mendorong komunikasi antar pemerintah, swasta dan 
masyarakat dalam melahirkan pemerintahan yang baik (good governance) dimana 
pemerintah sebagai fasilitator dalam menjembatani kedekatan antara masyarakat 
dengan pengusaha dan pemerintah itu sendiri untuk secara bersama-sama dalam 
menjalankan kegiatan dengan melibatkan berbagai stakeholders atau orang-orang 
yang berkepentingan untuk memikirkan, menjalankan, serta mengawasi jalannya 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan disamping itu tetap 
meningkatkan evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dalam rangka melahirkan suatu kebijakan atau program yang dapat diterima 
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dengan baik oleh semua unsur sehingga ruang gerak korupsi kolusi dan nepotisme 
tidak ada lagi serta timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. 
f. Meningkatkan evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dengan meningkatkan unsur-unsur terkait dalam rangka melahirkan suatu 
kebijakan atau program yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa 
terindikasi adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tetap menerima masukan 
kearah yang lebih baik sehingga kebijakan-kebijakan berikutnya menjadi harapan 
masyarakat secara menyeluruh guna meneguhkan amanah yang diemban, maka 
beberapa komitmen yang akan dilaksanakan secara bertanggung jawab. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 
Proklamasi Kemerdekaan 1945 yakni tanggal 20 
Oktober 1959 merupakan hari bersejarah dimana 
Kabupaten Sinjai secara resmi menjadi sebuah kabupaten 
berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959. 
Pada tanggal 17 februari 1960 Abdul Lathief dilantik 
menjadi Kepala Daerah Tingkat II Sinjai yang Pertama. 
Hingga saat ini Kabupaten Sinjai telah dinahkodai oleh 8 (delapan) orang putra 
terbaik yang saat ini dipimpin oleh Bapak H. Sabirin Yahya, S.Sos. Daftar nama-
nama yang pernah menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Sinjai yaitu sebagai berikut: 
a. Mayor Inf Andi Abdul Lathief (1960 - 1963) 
b. Andi Azikin (1963 - 1967) 
c. Drs. H. Muh. Nur Thahir (1967 - 1971) 
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d. Drs. H. Andi Bintang (1971 - 1983) 2 Periode 
e. H. Andi Arifuddin Mattotorang, SH (1983 - 1993) 2 Periode 
f. H. Mohammad Roem, SH, M.Si (1993 - 2003) 2 Periode 
g. H. Andi Rudiyanto Asapa, SH, LLM (2003 - 2013) 2 Periode 
h. H. Sabirin Yahya, S.Sos ( 2013-sekarang ) 
Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai sendiri terdiri dari 44 SKPD (Satuan 
Kerja Perangkat Daerah) yang mencakup 16 Dinas, 8 Badan, 5 Kantor, 4 Sekretariat, 
RSUD, Inspektorat, dan 9 kecamatan.  Berikut daftar 16  Dinas daerah Kabupaten 
Sinjai: 
a. Dinas Pendapatan Daerah  
b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
c. Dinas Kesehatan  
d. Dinas Pekerjaan Umum  
e. Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan 
f. Dinas Perhubungan 
g. Dinas Komunikasi, Informasi, Budaya dan Pariwisata  
h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 
i. Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
j. Dinas Kelautan dan Perikanan 
k. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
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n. Dinas Tenaga Kerja Sosial Dan Transmigrasi 
o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
p. Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia 
Hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Kabupaten Sinjai berjumlah 228.879 
jiwa. Dengan Kepadatan penduduk 286 jiwa/km² dan laju pertumbuhan penduduk 
dari tahun ke tahun 0,79 persen/tahun. 
Kabupaten Sinjai terletak di jazirah selatan bagian Timur Provinsi Sulawesi 
Selatan dengan Ibukota Balangnipa. Berada pada posisi 50 19' 30" sampai 50 36' 47" 
Lintang Selatan dan 1190 48' 30" sampai 1200 0' 0" Bujur Timur.  Kabupaten Sinjai 
disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah Timur berbatasan 
dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, 
dan sebelah Barat dengan Kabupaten Gowa. Wilayah administratif terbagi atas 8 
Kecamatan, 13 kelurahan, 55 desa, dan 259 lingkungan/dusun dengan luas wilayah 
819,96 Km2, atau 1,29 persen dari luas wilayah daratan Propinsi Sulawesi Selatan.  
Berdasarkan situasi Geografis, daerah Kabupaten Sinjai beriklim Sub Tropis. 
Curah hujan rata-rata 2.772 sampai 4.847 milimeter dengan 120 Deep Rain pertahun. 
Musim Hujan dimulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli dan musim 
kemarau dimulai pada Agustus sampai dengan bulan Oktober serta kelembaban 
dimulai pada bulan November sampai dengan bulan Januari. Sinjai berada pada 
ketinggian antara 25 sampai 1.000 meter diatas permukaan laut.  
Luas daerah 8.1996 Ha, dengan 4,62 persen berada pada ketinggian 25 m 
diatas permukaan laut, 9,74 persen berada pada ketinggian 100 m diatas permukaan 
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laut, 55,35 persen berada pada ketinggian 100–500 m dari permukaan laut, 21,18 
persen berada pada ketinggian 500–1000 m dari permukaan laut dan 21,18 persen 
berada pada ketinggian diatas 1000 m dari permukaan laut. 
B. Hasil Penelitian 
1. Karakteristik Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah pejabat struktural dan aparat yang 
melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di 16 Dinas Kabupaten 
Sinjai. Peneliti menyebar 89 kuesioner, tetapi hanya 85 kuesioner yang bisa dijadikan 
data penelitian. Tingkat pengembalian (respon rate) sebesar 95,5 % dikarenakan 1 
kuesioner tidak kembali dan 3 kuesioner tidak diisi dengan lengkap, sehingga tidak 
dapat dijadikan sebagai data penelitian. 
Tabel 4.1  
Tingkat Pengembalian Kuesioner 
 
Keterangan Jumlah Persentase 
Kuesioner yang disebar 89 100 % 
Kuesioner yang tidak kembali 1 1,1 % 
Kuesioner yang tidak diisi lengkap 3 3,3 % 
Kuesioner yang dapat diolah 85 95,5 % 
(Sumber: Data primer tahun 2015, diolah) 
Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi 
menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa 
kerja pada dinas daerah Kabupaten Sinjai. Berikut ini disajikan karakteristik 





a. Jenis Kelamin 
Berdasarkan jenis kelamin, tabel dibawah ini menunjukkan bahwa responden 
dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 49 
responden (58%), dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 responden (42%). 
Tabel 4.2 
 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 
Laki-laki 36 42 % 
Perempuan 49 58 % 
Total 85 100 % 
(Sumber: Data primer tahun 2015, diolah) 
b. Usia 
Berdasarkan usia responden, tabel berikut menunjukkan bahwa responden 
dalam penelitian ini sebagian besar berumur antara 25-35 tahun yaitu sebanyak 48 
responden (57%), dilanjutkan dengan umur antara 36-45 tahun sebanyak 29 
responden (34%), serta berumur antara 46-55 tahun sebanyak 8 responden (9%). 
Sedangkan, responden yang berumur kurang dari 25 tahun serta responden yang 










Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 
Usia (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 
<25 - - 
25-35 48 57 % 
36-45 29 34 % 
45-55 8 9 % 
>55 - - 
Total 85 100 % 
(Sumber: Data primer tahun 2015, diolah) 
c. Pendidikan 
Berdasarkan tingkat pendidikan, tabel berikut menujukkan bahwa responden 
dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan S-1 yaitu sebanyak 
67 responden (84%), pendidikan S-2 sebanyak  5 responden (4%), responden dengan 
tingkat pendidikan D-3 sebanyak 4 responden (3%) dan tingkat pendidikan 
SMU/SMK sebanyak 9 responden (9%). Sedangkan responden dengan tingkat 
pendidikan S-3 tidak terdapat dalam  penelitian ini.  
Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 
Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 
SMU/SMK 9 9 % 
D-3 4 3 % 
S-1 67 84 % 
S-2 5  4 % 
S-3 - - 
Total 85 100 % 





d. Masa Kerja 
 
Berdasarkan masa kerja, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam 
penelitian ini telah bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 28 responden (33%), bekerja 
selama 11-15 tahun sebanyak 18 responden (21%), dan bekerja selama 1-5 tahun 
sebanyak 14 responden (16%). Sedangkan, responden yang berkerja selama 16-20 
tahun sebanyak 13 responden (15%), bekerja selama 21-25 tahun sebanyak 8 
responden (10%), bekerja selama 26-30 tahun sebanyak 4 responden (5%). Semua 
responden dalam penelitian ini memenuhi syarat kriteria sampel yang digunakan 
yaitu semua responden bekerja lebih dari 1 tahun. 
Tabel  4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 
 
Masa Kerja (tahun) Frekuensi Persentase (%) 
<1 - - 
1-5 14 16 % 
6-10 28 33 % 
11-15 18 21 % 
16-20 13 15 % 
21-25 8 10 % 
26-30 4 5 % 
>31 - - 
Total 85 100 % 
(Sumber: Data primer tahun 2015, diolah) 
2. Analisis Deskriptif 
a. Analisis Deskriptif Variabel  






Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
(SAKD) 
85 28 49 38.99 4.093 
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 85 27 48 40.34 3.850 
Sistem Pengendalian Internal (SPI) 85 28 50 41.04 4.651 
Kemampuan Manajemen (KM) 85 32 50 39.09 2.626 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (KLKPD) 
85 31 50 40.81 3.890 
Valid N (listwise) 85     
(Sumber: Output SPSS 16) 
 
Tabel  4.6  menunjukkan  statistik  deskriptif  dari  masing-masing variabel  
penelitian.  Berdasarkan  tabel  4.6,  hasil  analisis  dengan menggunakan  statistik  
deskriptif  terhadap  sistem akuntansi keuangan daerah  menunjukkan  nilai minimum  
sebesar  28,  nilai  maksimum  sebesar  49,  mean  (rata-rata) sebesar  38,99 dengan  
standar  deviasi  sebesar  4,093. Selanjutnya hasil  analisis dengan  menggunakan  
statistik  deskriptif  terhadap  variabel kompetensi sumber daya manusia  
menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  27, nilai maksimum sebesar 48,  mean  (rata-
rata) sebesar 40,34 dengan standar deviasi sebesar 3,850, variabel sistem 
pengendalian internal  menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  28, nilai maksimum 
sebesar 50,  mean  (rata-rata) sebesar 41,04 dengan standar deviasi sebesar 4,651, 
variabel kemampuan manajemen  menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  32, nilai 
maksimum sebesar 50,  mean  (rata-rata) sebesar 39,09 dengan standar deviasi 
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sebesar 2,626. Sedangkan untuk varibel kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah,  nilai  minimum  sebesar  31, nilai maksimum sebesar 50,  mean  (rata-rata) 
sebesar 40,81 dengan standar deviasi sebesar 3,890. 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi 
berada pada variabel sistem pengendalian internal yakni 41,04, sedangkan yang 
terendah adalah variabel sistem akuntansi keuangan daerah yaitu 38,99. Untuk 
standar deviasi tertinggi berada pada variabel sistem pengendalian internal yaitu 
4,651  dan yang terendah  adalah  variabel  kemampuan manajemen yaitu 2,626. 
b. Analisis Deskriptif Pernyataan 
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan 
daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, kemampuan 
manajemen dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Distribusi frekuensi 
atas jawaban responden dari hasil tabulasi skor data. Berdasarkan rumus yang 
digunakan yaitu : 
  
    
 
     
Hasil perhitungan rentang skala menunjukkan nilai 0,8, dengan demikian 































1 ≤ X < 1,80 
1,80 ≤ X < 2,60 
2,61 ≤ X < 3,40 
3,41 ≤ X < 4,20 



























Keterangan : SR : Sangat Rendah 
  R   : Rendah 
  S    : Sedang 
  T    : Tinggi 
  ST  : Sangat Tinggi 
1) Analisis Deskriptif Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) 
Analisa deskripsi terhadap variabel sistem akuntansi keuangan daerah yang 
terdiri dari 10 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden 
mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan 









Pernyataan Responden Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 
 









12 56 17 85 
3,45 T Skor 
  
36 224 85 345 
% 
  




16 56 13 85 
3,37 S Skor 
  
48 224 65 337 
% 
  











2 45 252 30 329 
% 
 




1 11 54 19 85 
3,46 T Skor 
 
2 33 216 95 346 
% 
 




27 47 11 85 
3,24 S Skor 
  
81 188 55 324 
% 
  




15 58 12 85 
3,37 S Skor 
  
45 232 60 337 
% 
  




31 48 6 85 
3,15 S Skor 
  
93 192 30 315 
% 
  




32 47 6 85 
3,14 S Skor 
  
96 188 30 314 
% 
  




17 58 10 85 
3,33 S Skor 
  
51 232 50 333 
% 
  




1 23 56 5 85 
3,20 S Skor 
 
2 69 224 25 320 
% 
 
1 27 66 6 100 
Rata-rata Keseluruhan 3,30 S 
 (Sumber : Data primer tahun 2015, diolah) 
96 
 
Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 85 orang responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
penyajian laporan keuangan (X1) berada pada daerah sedang dengan skor 3,30. Hal 
ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap 
penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Sinjai. 
Pada indikator pertama untuk penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, 
responden berupa pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi 
atau tata usaha keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Daerah 
Kabupaten Sinjai, menganggap bahwa sistem akuntansi keuangan yang digunakan 
telah berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) serta telah diterapkan 
dengan baik. Banyak responden yang setuju akan hal ini yang ditunjukkan dengan 
banyaknya jawaban setuju dari responden yaitu sebesar 56 orang atau 66%.   
2) Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) 
Analisa deskripsi terhadap variabel kompetensi sumber daya manusia yang 
terdiri dari 10 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden 
mengenai kompetensi sumber daya manusia, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan 













Pernyataan Responden Mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia 
 









10 60 15 85 
3,45 T Skor 
  
30 240 75 345 
% 
  




12 53 20 85 
2,48 T Skor 
  
36 212 100 348 
% 
  




11 44 30 85 
3,59 T Skor 
  
33 176 150 359 
% 
  




16 45 24 85 
3,48 T Skor 
  
48 180 120 348 
% 
  




13 34 27 11 85 
2,91 S Skor 
 
26 102 108 55 291 
% 
 




1 29 43 12 85 
3,21 S Skor 
 
2 87 172 60 321 
% 
 




1 18 38 28 85 
3,48 T Skor 
 
2 54 152 140 348 
% 
 




9 43 33 85 
3,64 T Skor 
  
27 172 165 364 
% 
  




9 46 30 85 
3,61 T Skor 
  
27 184 150 361 
% 
  




12 54 19 85 
3,47 T Skor 
  
36 216 95 347 
% 
  
14 64 22 100 
Rata-rata Keseluruhan 3,33 S 
 (Sumber : Data primer tahun 2015, diolah) 
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Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 85 orang responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
kompetensi sumber daya manusia (X2) berada pada daerah yang sedang dengan skor 
3,92. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap 
pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas penyajian laporan 
keuangan pada pemerintah Kabupaten Sinjai. Pada faktor kompetensi sumber daya 
manusia ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 3,64 terdapat pada aspek 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai terkait keuangan daerah 
akan membantu pegawai SKPD dalam menguasai dan mengembangkan keahlian 
akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang baik. Sementara nilai 
indeks terendah yaitu sebesar 2,91 mengenai aspek ketersediaan sumber daya 
manusia yang mengungkap bahwa sumber daya manusia yang bekerja sebagai 
pegawai di SKPD Kabupaten Sinjai masih kurang yang merupakan lulusan akuntansi 
atau keuangan. 
3) Analisis Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) 
Analisa deskripsi terhadap variabel Sistem Pengendalian Internal yang terdiri 
dari 10 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai 
sistem pengendalian internal dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat 









Pernyataan Responden Mengenai Sistem Pengendalian Internal 
 









2 15 49 19 85 
3,36 S Skor 
 
4 45 196 95 336 
% 
 




2 11 60 12 83 
3,33 S Skor 
 
4 33 240 60 333 
% 
 




9 46 30 85 
3,61 T Skor 
  
27 184 150 361 
% 
  




1 15 35 34 85 
3,57 T Skor 
 
2 45 140 170 357 
% 
 




1 10 41 33 85 
3,61 T Skor 
 
2 30 164 165 361 
% 
 




1 13 45 26 85 
3,51 T Skor 
 
2 39 180 130 351 
% 
 




21 48 16 85 
3,35 S Skor 
  
63 192 80 335 
% 
  




1 10 56 18 85 
3,46 T Skor 
 
2 30 224 90 346 
% 
 




13 52 20 85 
3,47 T Skor 
  
39 208 100 347 
% 
  




11 50 24 85 
3,53 T Skor 
  
33 200 120 353 
% 
  
13 59 28 100 
Rata-rata Keseluruhan 3,48 T 
 (Sumber : Data primer tahun 2015, diolah) 
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Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 85 orang responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada sistem 
pengendalian internal (X3) berada pada daerah yang tinggi dengan skor 3,48. Hal ini 
berarti bahwa responden memberikan persepsi yang baik terhadap sistem 
pengendalian internal pada pemerintah Kabupaten Sinjai. Pada faktor sistem 
pengendalian internal ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi terdapat pada aspek 
sistem otorisasi oleh pihak yang berwenang telah berjalan dengan baik serta setiap 
transaksi keuangan telah didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah, 
masing-masing memiliki indeks sebesar 3,61. Sementara nilai indeks terendah yaitu 
pada pelaksanaan proses pengidentifikasian terhadap setiap pencatatan keuangan 
sebesar 3,33 dengan kategori pelaksanaan yang sudah cukup baik.  
4) Analisis Deskriptif Variabel Kemampuan  Manajemen (X4) 
Analisa deskripsi terhadap variabel Kemampuan Manajemen yang terdiri dari 
10 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai 
kemampuan manajemen, dimana nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat 















Pernyataan Responden Mengenai Kemampuan Manajemen 
 









17 50 18 85 
3,41 T Skor 
  
51 200 90 341 
% 
  




29 16 40 85 
3,51 T Skor 
  
87 64 200 351 
% 
  




22 51 12 85 
3,30 S Skor 
  
66 204 60 330 
% 
  




18 34 33 85 
3,55 T Skor 
  
54 136 165 355 
% 
  




26 43 16 85 
3,30 S Skor 
  
78 172 80 330 
% 
  




22 49 14 85 
3.32 S Skor 
  
66 196 70 332 
% 
  




28 43 14 85 
3,26 S Skor 
  
84 172 70 326 
% 
  




28 45 12 85 
3,24 S Skor 
  
84 180 60 324 
% 
  




19 55 11 85 
3,32 S Skor 
  
57 220 55 332 
% 
  




28 45 12 85 
3,24 S Skor 
  
84 180 60 324 
% 
  
33 53 14 100 
Rata-rata Keseluruhan 3,34 S 
 (Sumber : Data primer tahun 2015, diolah)  
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Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 85 orang responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada 
kemampuan manajemen (X4) berada pada daerah sedang dengan skor 3,34. Hal ini 
berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap kemampuan 
manajemen pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. Pada faktor sistem kemampuan 
manajemen pemerintah daerah ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi terdapat pada 
aspek membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dalam menyelesaikan tugas 
dalam rangka pencapaian tujuan sebesar 3,61. Sementara nilai indeks terendah yaitu 
kejelasan pembagian wewenang dalam menghindari pembagian tugas yang tumpang 
tindih serta melaksanakan umpan balik dalam bentuk penyelesaian terhadap masalah 
yang ditemukan, masing-masing menunjukkan indeks sebesar 3,24. 
5) Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
(Y) 
Analisa deskripsi terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah  yang terdiri dari 10 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan 
responden mengenai kualitas laporan keuangan, dimana nilai rata-rata hasil 













Pernyataan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   
 









4 66 15 85 
3,51 T Skor 
  
12 264 75 351 
% 
  




9 57 19 85 
3,50 T Skor 
  
27 228 95 350 
% 
  




11 52 22 85 
3,51 T Skor 
  
33 208 110 351 
% 
  




19 53 13 85 
3,34 S Skor 
  
57 212 65 334 
% 
  




8 37 40 85 
3,72 T Skor 
  
24 148 200 372 
% 
  




7 54 24 85 
3,57 T Skor 
  
21 216 120 357 
% 
  




13 55 17 85 
3,44 T Skor 
  
39 220 85 344 
% 
  




17 60 8 85 
3,31 S Skor 
  
51 240 40 331 
% 
  




14 55 16 85 
3,42 T Skor 
  
42 220 80 342 
% 
  




18 53 14 85 
3,36 S Skor 
  
54 212 70 336 
% 
  
21 62 17 100 
Rata-rata Keseluruhan 3,46 T 
(Sumber : Data primer tahun 2015, diolah) 
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Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 85 orang responden yang 
diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah (Y) berada pada daerah sedang dengan skor 
3,34. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. Pada faktor kualitas 
laporan keuangan ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi terdapat pada aspek 
penyajian yang jujur (apa adanya) tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah 
sebesar 3,72. Sementara nilai indeks terendah yaitu daya banding laporan keuangan 
pemerintah daerah periode berjalan dengan periode sebelumnya sebesar 3,31 dalam 
kategori pelaksanaan yang sudah cukup baik. . 
C. Hasil Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 
Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik 
yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan 
menggunakan  metode product  moment  pearson  correlation.  Data  dinyatakan 
valid jika nilai r hitung yang merupakan nilai item dari Corrected Item-Total 
Correlation > dari r tabel pada signifikansi  0,05 (5%). Dalam pengujian validitas 
data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Pearson Correlation. Berikut ini  









Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) 
 
Instrumen penelitian r hitung r tabel Keterangan 
Item_1 0,720 0.213 Valid 
Item_2 0,659 0.213 Valid 
Item_3 0,680 0.213 Valid 
Item_4 0,723 0.213 Valid 
Item_5 0,800 0.213 Valid 
Item_6 0,707 0.213 Valid 
Item_7 0,684 0.213 Valid 
Item_8 0,678 0.213 Valid 
Item_9 0,684 0.213 Valid 
Item_10 0,626 0.213 Valid 
(Sumber: Data primer tahun 2015, diolah) 
Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel 
sistem akuntansi keuangan daerah yang diuji dalam penelitian dinyatakan bahwa 
masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai Corrected Item-
Total Correlation> dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%). 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) 
 
Instrumen penelitian r hitung r tabel Keterangan 
Item_1 0,428 0.213 Valid 
Item_2 0,493 0.213 Valid 
Item_3 0,685 0.213 Valid 
Item_4 0,576 0.213 Valid 
Item_5 0,504 0.213 Valid 
Item_6 0,561 0.213 Valid 
Item_7 0,643 0.213 Valid 
Item_8 0,644 0.213 Valid 
Item_9 0,516 0.213 Valid 
Item_10 0,579 0.213 Valid 
 (Sumber: Data primer tahun 2015, diolah) 
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Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel 
kompetensi sumber daya manusia yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing 
instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai Corrected Item-Total Correlation> 
dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%). 
 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal  (X3) 
 
Instrumen penelitian r hitung r tabel Keterangan 
Item_1 0,536 0.213 Valid 
Item_2 0,524 0.213 Valid 
Item_3 0,723 0.213 Valid 
Item_4 0,751 0.213 Valid 
Item_5 0,757 0.213 Valid 
Item_6 0,704 0.213 Valid 
Item_7 0,756 0.213 Valid 
Item_8 0,742 0.213 Valid 
Item_9 0,756 0.213 Valid 
Item_10 0,737 0.213 Valid 
 (Sumber: Data primer tahun 2015, diolah) 
Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel 
sistem pengendalian internal yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing instrumen 
pernyataan dianggap valid karena nilai Corrected Item-Total Correlation> dari r tabel 












Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan Manajemen  (X4) 
 
Instrumen penelitian r hitung r tabel Keterangan 
Item_1 0,512 0.213 Valid 
Item_2 0,318 0.213 Valid 
Item_3 0,311 0.213 Valid 
Item_4 0,368 0.213 Valid 
Item_5 0,461 0.213 Valid 
Item_6 0,306 0.213 Valid 
Item_7 0,352 0.213 Valid 
Item_8 0,392 0.213 Valid 
Item_9 0,390 0.213 Valid 
Item_10 0,499 0.213 Valid 
(Sumber: Data primer tahun 2015, diolah) 
Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel 
kemampuan manajemen sebagai variabel penelitian yang diuji dinyatakan bahwa 
masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai Corrected Item-
Total Correlation> dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%). 
 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Y) 
 
Instrumen penelitian r hitung r tabel Keterangan 
Item_1 0,608 0.213 Valid 
Item_2 0,736 0.213 Valid 
Item_3 0,682 0.213 Valid 
Item_4 0,588 0.213 Valid 
Item_5 0,688 0.213 Valid 
Item_6 0,695 0.213 Valid 
Item_7 0,632 0.213 Valid 
Item_8 0,648 0.213 Valid 
Item_9 0,740 0.213 Valid 
Item_10 0,628 0.213 Valid 
(Sumber: Data primer tahun 2015, diolah) 
108 
 
Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diuji dinyatakan bahwa masing-
masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai Corrected Item-Total 
Correlation > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%). 
2. Uji Reliabilitas 
 Konsep  reliabilitas  dapat  dipahami  melalui  ide  dasar  konsep  tersebut 
yaitu konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan 
perspektif dan teknik yang berbeda, tetapi pertanyaan mendasar untuk mengukur 
reliabilitas data adalah bagaimana konsistensi data yang dikumpulkan. Pengukuran  
reliabilitas menggunakan  indeks  numerik  yang  disebut  dengan  koefisien. Konsep 
reliabilitas dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu koefisisen stabilitas, koefisien 
ekuivalensi dan reliabilitas konsistensi internal. 
 Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator  dari  variabel.  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  jika  
jawaban  dari responden  itu  stabil  dari  waktu  ke  waktu.  Kriteria  suatu instrumen  
penelitian dikatakan  realibel  jika  dengan  menggunakan  uji  statistik Cronbach 
Alpha (α),  koefisien realibilitas > 0,60.  
 Tabel 4.18 






Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0,768 0.60 Reliabel 
Kompetensi Sumber Data Manusia 0,736 0.60 Reliabel 
Sistem Pengendalian Internal 0,768 0.60 Reliabel 
Kemampuan Manajemen 0,644 0.60 Reliabel 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah 
0,762 0.60 Reliabel 




Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha dari semua variabel 
lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner 
yang digunakan untuk menjelaskan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 
Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Kemampuan 
Manajemen dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dinyatakan 
handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.  
D. Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas serta uji autokorelasi. Interpretasinya 
ditunjukkan sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 
normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara 
normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian one sample 
kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, 
apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan 
regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov 
lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa 
data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar > 
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0,05. Pengujian normalitas data juga dilakukan dengan menggunakan grafik yaitu 
histogram.  
Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat disimpulkan 
bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik 
menggunakan nilai Kolmogorov-smirnov. Dari tabel 4.19 dapat dilihat signifikansi 
nilai Kolmogorov-smirnov yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,378, 
hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. 
Tabel 4.19 
Hasil Uji Normalitas - One Sample Kolmogorov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.40078984 
Most Extreme Differences Absolute .099 
Positive .099 
Negative -.065 
Kolmogorov-Smirnov Z .910 
Asymp. Sig. (2-tailed) .378 
a. Test distribution is Normal.  
 
                 (Sumber: Output SPSS 16) 
Bentuk grafik histogram berikut juga menunjukkan bahwa data terdistribusi 
normal karena bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. 





Hasil Uji Normalitas – Histogram 
      
           (Sumber: Output SPSS 16) 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 
tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. 
Multikolonearitas adalah suatu kondisi hubungan linear antara variabel independen 
yang satu dengan yang lainnya dalam model regresi. Salah satu cara untuk menguji 
adanya multikoloniearitas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai 















1 Sistem Akuntansi Keuangan 
Daerah (SAKD) 
.600 1.667 









a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (KLKPD) 
                       (Sumber: Output SPSS 16) 
 
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.20 diatas, karena nilai VIF untuk 
semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance lebih besar 
dari 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar 
variabel independen. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Grafik Scatterplot penelitian ini terlihat menyebar secara acak serta tersebar 
baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y hal ini menunjukkan tidak terjadi 
heteroskedestisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk 
memprediksi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan masukan 
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variabel independennya (sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya 
manusia, sistem pengendalian internal dan kemampuan manajemen). 
Gambar 4.2 
Hasil Uji Heteroskedastisitas - Scatterplot 
     
           (Sumber: Output SPSS 16) 
 Terjadi tidaknya masalah heteroskedastisitas juga ditunjukkan pada Uji 
Spearman’s Rho yaitu jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan 
residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena signifikansi 
lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi 








Hasil Uji Heteroskedastisitas – Spearman Rho 
 
                                                       Correlations 
   Unstandardized 
Residual 
Spearman's rho Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah 
(SAKD) 
Correlation Coefficient .043 





Correlation Coefficient .027 





Correlation Coefficient .087 




Correlation Coefficient .044 




Correlation Coefficient 1.000 
Sig. (2-tailed) . 
N 85 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      
          (Sumber: Output SPSS 16) 
 Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi  (2-tailed) masing-masing variabel 
menunjukkan nilai di atas nilai standar signifikansi penelitian yaitu lebih besar dari > 
0,05, maka dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 
d. Uji Autokorelasi 
Hasil output SPSS didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,736. Nilai ini 
berada di antara nilai dL dan dU (dL<dW<dU atau 1,5505<1,736<1,7470) maka 
dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti 





Hasil Uji Autokorelasi - Uji Durbin-Watson 
                                                          Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 





 .619 .600 2.460 1.736 
(Sumber: Output SPSS 16) 
 Pengujian Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, maka 
untuk memastikan kesimpulan apa yang dihasilkan akan diuji sekali lagi dengan 
penggunakan Uji Runs Test dengan output sebagai berikut: 
Tabel 4.23 








Cases < Test Value 42 
Cases >= Test Value 43 
Total Cases 85 
Number of Runs 35 
Z -1.854 
Asymp. Sig. (2-tailed) .064 
a. Median  
(Sumber: Output SPSS 16) 
 
 Berdasarkan output spss yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan 
tidak ada gejala autokorelasi yang terjadi. Hal ini dapat disimpulkan dari nilai 
Asyimp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,064 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 
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(p>0,05). Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah  
autokorelasi..  
2.  Uji Hipotesis 
 Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, dan H3 
menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen  
(Sistem Akuntansi Keuangan Dearah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan 
Kompetensi Sumber Daya Manusia) terhadap variabel dependen (Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah daerah), sedangkan untuk menguji hipotesis H4, H5 dan H6 
menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan residual. Uji hipotesis ini dibantu 
dengan menggunakan program SPSS versi 16. 
a. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1, H2 dan H3 
Pengujian  hipotesis  H1, H2 dan H3  dilakukan  dengan  analisis  regresi  
berganda pengaruh  sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya 
manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah.  Hasil  pengujian  tersebut ditampilkan sebagai berikut. 
Tabel 4.24 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .619 .605 2.445 
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (SPI), 
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah (SAKD) 
                    (Sumber: Output SPSS 16)  
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 Berdasarkan tabel diatas nilai R
 
adalah 0,787 menurut pedoman interpretasi 
koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi berpengaruh kuat 
karena berada pada interval 0,60 – 0,799. Hal ini menunjukkan bahwa sistem 
akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem 
pengendalian internal berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi diatas, nilai R
2
 (Adjusted R Square) 
dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel 
bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari tabel 
diatas diketahui bahwa nilai R
2
 sebesar 0,605, hal ini berarti bahwa 60,5% yang 
menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel sistem 
akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem 
pengendalian internal. Sisanya sebesar 39,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
belum diteliti dalam penelitian ini. 
Tabel 4.25 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 786.773 3 262.258 43.871 .000
a
 
Residual 484.215 81 5.978   
Total 1270.988 84    
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Kompetensi Sumber Daya 
Manusia (SDM), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) 
 (Sumber: Output SPSS 16) 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian  regresi 
berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 43,871 dengan tingkat signifikansi 
0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai F hitung (43,817) lebih besar dari nilai 
F tabelnya sebesar 3,11 (df1=3-1=2 dan df2=85-3=82), maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Berarti variabel sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya 
manusia dan sistem pengendalian internal, secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Tabel 4.26 









t Sig. B Std. Error Beta 




.332 .083 .349 3.986 .000 
Kompetensi Sumber 
Daya Manusia (SDM) 
.327 .081 .324 4.018 .000 
Sistem Pengendalian 
Internal (SPI) 
.242 .072 .290 3.387 .001 
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD)  
(Sumber: Output SPSS 16) 
Berdasarkan tabel 4.21 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut : 





Y   = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
X1   = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
X2   = Kompetensi Sumber Daya Manusia 
X3  = Sistem Pegendalian Internal 
a   = Konstanta  
b1, b2, b3 = Koefisien regresi 
e   = Standar error 
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa : 
1) Nilai konstanta sebesar 4,702 mengindikasikan bahwa jika variabel 
independen (sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya 
manusia dan sistem pengendalian internal) adalah nol maka kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah akan terjadi sebesar 4,702. 
2) Koefisien regresi variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) sebesar 
0,332 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel sistem 
akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah  sebesar 0,332. 
3) Koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) sebesar 
0,327 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel 
kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah sebesar 0,327. 
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4) Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X3) sebesar 0,242 
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel sistem 
pengendalian internal akan meningkatkan kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah sebesar 0,242. 
Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian  (H1, H2 dan H3) yang diajukan 
dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah (H1) 
Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat bahwa variabel sistem akuntansi 
keuangan daerah memiliki t hitung > t tabel yaitu t hitung sebesar 3,986 sementara t 
tabel dengan sig. α = 0,05 dan df = n-k, yaitu 85-1=84 sebesar 1,663 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Ini ini berarti sistem akuntansi keuangan daerah bengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian 
hipotesis pertama yang menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbukti. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif dan 






2) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah (H2) 
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel kompetensi sumber daya 
manusia memiliki t hitung sebesar 4,018 > t tabel 1,663 dengan tingkat signifikansi 
0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti 
kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yang 
menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola laporan keuangan 
pemerintah daerah akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
3) Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah (H3) 
Berdasarkan tabel 4.22 dapat dilihat bahwa variabel sistem pengendalian 
internal memiliki t hitung sebesar 3,387 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih 
kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti sistem pengendalian 
internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan sistem 
pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem 
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pengendalian internal yang efektif dan efisien akan berdampak pada peningkatan 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
b. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Residual terhadap Hipotesis  
Penelitian H4, H5 dan H6 
Pengujian hipotesis yang melibatan variabel moderasi menggunakan uji 
residual. Analisis residual pada dasarnya ingin menguji pengaruh deviasi (lack of fit) 
yang dihasilkan dari deviasi hubungan linear antar variabel independen dan variabel 
moderasi dimana Lack of fit ditunjukkan oleh nilai residual di dalam regresi. Dalam 
hal ini jika terjadi ketidakcocokan antara penerapan sistem akuntansi keuangan 
daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal dengan 
kemampuan manajemen pemerintah daerah (nilai residual kecil atau nol) yaitu 
penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan 
sistem pengendalian internal tinggi dan kemampuan manajemen pemerintah daerah 
juga tinggi, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan tinggi. 
Sebaliknya, jika terjadi ketidakcocokan atau lack of fit antara penerapan sistem 
akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem 
pengendalian internal dengan kemampuan manajemen pemerintah daerah  (nilai 
residual besar) yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi 
sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal rendah dan kemampuan 
manajemen pemerintah daerah juga rendah, maka kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah juga akan rendah.  
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Nilai deviasi yang merupakan nilai residual yang telah di-standardized yang 
kemudian diabsolutkan juga menjadi acuan penentuan apakah suatu variabel 
merupakan variabel moderasi atau tidak. Dengan menggunakan analisis korelasi 
bivariat (pearson correlation ), nilai deviasi tersebut dikorelasikan dengan kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya dilakukanlah perbandingan antara 
variabilitas dalam kurangnya kesesuaian (lack of fit) dengan variabilitas kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis korelasi akan menunjukkan kekuatan 
hubungan kedua variabel tersebut. 
Langkah uji residual dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan 
persamaan regresi sebagai berikut: 
X4 = a + b1X1 + e ………………………………………………… ……….(2) 
     │e│(DEV1) = a + b2 Y ……………..…………….………….……………..(3) 
X4 = a + b1 X2 + e …………………………………………………………(4) 
     │e│(DEV2) = a + b2 Y …………………………….……………………… (5) 
X4 = a + b1 X3 + e ……………………..…………………………………. (6) 
     │e│(DEV3) = a + b2 Y …….…………………………………..………….. (7) 
Pembahasan terkait pengujian hipotesis yang melibatkan variabel moderasi 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1) Interaksi antara kemampuan manajemen dan penerapan sistem akuntansi 




Persamaan regresi (3) menggambarkan apakah variabel kemampuan 
manajemen pemerintah daerah merupakan variabel moderasi, ditunjukkan dengan 
nilai koefisien b2 kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila nilai 
koefisien b2 kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hasilnya negatif dan 
signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan manajemen 
merupakan variabel moderasi, yang memoderasi pengaruh penerapan sistem 
akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 
sebaliknya jika koefisien b2 kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hasilnya 
positif dan tidak signifikan, maka variabel kemampuan manajemen bukan merupakan 
variabel moderasi. 
Selanjutnya hasil uji residual persamaan regresi (3) adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.27 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 41.830 .626  66.831 .000 
MODERAT1 -.520 .240 -.231 -2.166 .033 
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) 
 (Sumber: Output SPSS 16) 
Tabel 4.27 diatas menghasilkan maka model uji residual dapat diformulasikan 
dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 
│e│(DEV1) = 41,830 – 0,520 Y 
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Berdasarkan hasil uji statistik regresi (uji residual) yang dilakukan, diketahui 
bahwa kemampuan manajemen memiliki nilai parameter negatif dan juga memiliki 
nilai signifikan sebesar 0.033. Sebuah variabel dikatakan variabel moderasi jika 
memiliki koefisien yang negatif dan berpengaruh signifikan pada tingkat 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan manajemen merupakan 
variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel 
kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Kemampuan manajemen merupakan variabel moderasi berarti membuktikan 
dan menerima hipotesis ketiga (H3) dimana interaksi antara kemampuan manajemen 
dan sistem akuntansi keuangan daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan 
kualitas laporan keuangan  pemerintah daerah.  
Analisis korelasi bivariat (pearson correlation) juga dapat dibuktikan bahwa 
variabel kemampuan manajemen merupakan variabel moderasi yang ditunjukkan 
oleh nilai koefisien DEV1 (nilai absolute residual variabel kontijensi kemampuan 
manajemen) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar -0,231 
dengan tingkat signifikansi p<0,05. Dengan demikian kemampuan manajemen akan 
berpengaruh terhadap proses penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam  











Hasil Uji Residual – Uji Korelasi 
Correlations 
  Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (KLKPD) DEV1 
Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (KLKPD) 
Pearson Correlation 1 -.231
*
 
Sig. (2-tailed)  .033 
N 85 85 
DEV1 Pearson Correlation -.231
*
 1 
Sig. (2-tailed) .033  
N 85 85 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
(Sumber: Output SPSS 16)  
2) Interaksi antara kemampuan manajemen dan sistem pengendalian internal 
terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah daerah (H5) 
Persamaan regresi (5) menggambarkan apakah variabel kemampuan 
manajemen pemerintah daerah merupakan variabel moderasi, ditunjukkan dengan 
nilai koefisien b2 kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila nilai 
koefisien b2 kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hasilnya negatif dan 
signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan manajemen 
merupakan variabel moderasi yang memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya 
manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebaliknya jika 
koefisien b2 kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hasilnya positif  dan tidak 




Selanjutnya hasil uji residual persamaan regresi (5) adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.29 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 41.657 .628  66.379 .000 
MODERAT2 -.439 .244 -.194 -1.800 .076 
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) 
(Sumber: Output SPSS 16) 
Tabel 4.29 diatas menghasilan model uji residual dapat diformulasikan dalam 
bentuk persamaan sebagai berikut: 
│e│(DEV2) = 41,657 – 0,439 Y 
Berdasarkan hasil uji statistik regresi (uji residual) yang dilakukan, diketahui 
bahwa kemampuan manajemen memiliki nilai parameter negatif tetapi tidak 
signifikan  yaitu 0.076. Sebuah variabel dikatakan variabel moderasi jika memiliki 
koefisien yang negatif dan berpengaruh signifikan pada tingkat 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel kemampuan manajemen merupakan variabel moderasi 
yang tidak memperkuat atau memperlemah hubungan variabel kompetensi sumber 
daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemampuan 
manajemen bukan variabel moderasi berarti tidak membuktikan dan tidak menerima 
hipotesis kelima (H5) dimana interaksi antara kemampuan manajemen dan 
128 
 
kompetensi sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah, hipotesis tersebut ditolak.  
Analisis korelasi bivariat (pearson correlation) juga membuktikan bahwa 
variabel kemampuan manajemen bukan merupakan variabel moderasi yang 
ditunjukkan oleh nilai koefisien DEV2 (nilai absolute residual variabel kontijensi 
kemampuan manajemen) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
sebesar -0,194 dengan tingkat signifikansi diatas nilai signifikansi yang ditetapkan 
p>0,05. Dengan demikian kemampuan manajemen tidak akan berpengaruh dalam 
memediasi kompetensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
Tabel 4.30 
Hasil Uji Residual – Uji Korelasi 
Correlations 
  Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (KLKPD) DEV2 
Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (KLKPD) 
Pearson Correlation 1 -.194 
Sig. (2-tailed)  .076 
N 85 85 
DEV2 Pearson Correlation -.194 1 
Sig. (2-tailed) .076  
N 85 85 
**. Correlation is significant at the 0.1 level (2-tailed). 
(Sumber: Output SPSS 16) 
3) Interaksi antara kemampuan manajemen dan sistem pengendalian internal 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah daerah (H6) 
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Persamaan regresi (6) menggambarkan apakah variabel kemampuan 
manajemen pemerintah daerah merupakan variabel moderasi, ditunjukkan dengan 
nilai koefisien b2 kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila nilai 
koefisien b2 kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hasilnya negatif dan 
signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan manajemen 
merupakan variabel moderasi, yang memoderasi pengaruh sistem pengendalian 
internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, jika 
koefisien b2 kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hasilnya positif dan tidak 
signifikan, maka variabel kemampuan manajemen bukan merupakan variabel 
moderasi. 
Selanjutnya hasil uji residual persamaan regresi (7) adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.31 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 41.916 .631  66.426 .000 
MODERAT3 -.574 .249 -.246 -2.308 .023 
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) 
(Sumber: Output SPSS 16) 
Dari tabel 4.31 diatas menghasilkan model uji residual dapat diformulasikan 
dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 
│e│(DEV3) = 41,916 – 0,574 Y 
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Berdasarkan hasil uji statistik regresi yang dilakukan, diketahui bahwa 
memiliki nilai parameter negatif dan juga memiliki nilai signifikan sebesar 0.023. 
Sebuah variabel dikatakan variabel moderasi jika memiliki koefisien yang negatif dan 
berpengaruh signifikan pada tingkat 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
kemampuan manajemen merupakan variabel moderasi yang memperkuat atau 
memperlemah hubungan variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. Kemampuan manajemen merupakan variabel 
moderasi berarti membuktikan dan menerima hipotesis keenam (H6) dimana dengan 
adanya interaksi antara kemampuan manajemen dan kompetensi sumber daya 
manusia akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah daerah. 
Analisis korelasi bivariat (pearson correlation) juga dapat dibuktikan bahwa 
variabel kemampuan manajemen merupakan variabel moderasi yang ditunjukkan 
oleh nilai koefisien DEV3 (nilai absolute residual variabel kontijensi kemampuan 
manajemen) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar -0,246 
dengan tingkat signifikansi p<0,05. Dengan demikian kemampuan manajemen akan 
berpengaruh terhadap proses penerapan sistem  pengendalian internal dalam  









Hasil Uji Residual – Uji Korelasi 
Correlations 
  Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (KLKPD) DEV3 
Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (KLKPD) 
Pearson Correlation 1 -.246
*
 
Sig. (2-tailed)  .023 
N 85 85 
DEV3 Pearson Correlation -.246
*
 1 
Sig. (2-tailed) .023  
N 85 85 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 (Sumber: Output SPSS 16) 
E. Pembahasan Penelitian 
Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah, yang melibatkan pengaruh variabel bebas (sistem 
akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem 
pengendalian internal) terhadap variabel independen (kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah) dengan kemampuan manajemen sebagai variabel moderasi, dapat 
dibuat pembahasan sebagai berikut: 
1. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah 
Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa Sistem 
akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Artinya, dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 
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yang optimal maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, sistem akuntansi keuangan daerah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Hasil ini menujukkan bahwa responden sepakat dengan penerapan sistem 
akuntansi keuangan yang optimal maka akan berimplikasi terhadap peningkatan 
kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu Roviyantie (2011) 
tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi 
keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten 
Tasikmalaya serta Penelitian yang dilakukan oleh Ratifah dan Ridwan (2012) di 
pemerintah daerah Kabupaten Karawang tentang komitmen organisasi memoderasi 
pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. 
Hasil penetilian mereka menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan 
daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
Sistem akuntansi keuangan daerah jika telah diterapkan dengan baik oleh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya dinas-dinas daerah di Kabupaten 
Sinjai, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah di Kabupaten Sinjai. Sistem akuntansi dalam hal ini adalah suatu 
kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak 
diterapkan maka akan sulit bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan 
keuangan yang memiliki  karakteristik kualitatif seperti yang disebutkan dalam PP 
No. 71/2010 yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan 
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keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yakni relevan, 
andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Sebagaimana pengertian dari sistem 
akuntansi keuangan daerah menurut Permendagri No.59/2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 
merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau 
menggunakan aplikasi komputer.  Terkait penyediaan informasi, Abdul Halim 
(2002:7) menyatakan bahwa untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan 
akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan 
informasi tadi. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif suatu 
laporan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka 
terlebih dahulu harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik 
pula. 
Sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan dengan berpedoman pada 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada dasarnya bertujuan untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaannya, 
membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, memberikan 
informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, membantu para 
pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode 
pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan serta 
mengevaluasi kinerja entitas pelaporan. Pada akhirnya, sistem akuntansi yang 
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diterapkan secara optimal dan terstruktur akan dapat mengakomodasi tujuan-tujuan 
tersebut dan menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang handal serta dapat 
dijadikan sebagai acuan dalam mengukur kinerja dan pengelolaan keuangan suatu 
daerah. 
2. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah 
Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa kompetensi 
sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Artinya, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi 
atau keuangan yang mengisi posisi atau jabatan disebuah instansi pemerintahan maka 
akan meningkatkan kualitas pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, kompetensi sumber daya manusia 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Hasil ini menujukkan bahwa responden pada umumnya menyadari bahwa 
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengisi posisi dan jabatan 
pada bidang pengelolaan keuangan suatu instansi, maka akan berimplikasi terhadap 
peningkatan kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. 
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yaitu Roviyantie (2011) , 
Ihsanti (2014) dan Akbar (2014). Hasil penelitian mereka mennyatakan bahwa 
kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
135 
 
Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keahliannya 
masing-masing akan dapat menjalankan peranan dan fungsinya dalam merencanakan, 
melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan suatu organisasi dengan baik guna 
mencapai tujuan organisasi kedepannya. Kompetensi sumber daya manusia dapat 
dijadikan sebagai indikator serta alat ukur suatu pemerintahan dalam menilai 
seberapa efektif dan efisien pelaksanakan tugas dan fungsi oleh sumber daya manusia 
dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya sumber daya manusia yang 
memiliki kompetensi khususnya dibidang akuntansi atau keuangan akan dapat 
mendorong terwujudnya penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas 
sehingga meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah. 
Sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan dalam 
menganalisis transaksi dan mengolah laporan keuangan dengan berpedoman pada 
Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan mampu menyajikan laporan keuangan 
yang memenuhi karakteristik kualitatif (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat 
dipahami). Selain itu, uraian tugas dan wewenang pegawai (sumber daya manusia) 
yang jelas akan mendorong penyelesaian tugas secara optimal dan tepat waktu. 
Keikutsertaan pegawai dalam sebuah pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pegawai 
mengenai pengelolaan keuangan daerah akan membantu dalam penyelesaian tugas 
sehari-hari dan membantu dalam memahami peraturan-peraturan baru mengenai 
pengelolaan keuangan daerah. 
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Sumber daya manusia bagian akuntansi atau keuangan pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) khususnya dinas-dinas daerah di Kabupaten Sinjai. Pada 
akhirnya, jika telah memenuhi unsur kualitatif (kompetensi)  dan kuantitas (jumlah) 
yang memadai maka akan berdampak pada peningkatan kualitas dalam penyajian 
laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sinjai. 
3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah 
Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa sistem 
pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Artinya, dengan penerapan sistem pengendalian internal yang optimal maka 
akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil 
analisis menunjukkan, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini 
menujukkan bahwa responden penelitian berpendapat dengan penerapan sistem 
pengendalian internal yang optimal maka akan berimplikasi terhadap peningkatan 
kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal 
telah memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan  memadai tentang 
keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hokum dan perundang-undangan 
dan efektifitas dan efisiensi operasi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 
sebelumnya yaitu Indriasari dan Nahartyo (2008) dan Sukmaningrum (2012). Hasil 
penelitian mereka mennyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh 
positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
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Sistem pengendalian internal menjadi salah satu faktor signifikan yang 
memengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan  temuan BPK-RI 
atas lemahnya sistem pengendalian internal yang mengakibatkan kebocoran dan 
ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan sehingga BPK memberikan opini 
Tidak Wajar (TW) bahkan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas sebagian besar 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah kota/daerah di Indonesia. 
Untuk LKPD Kabupaten Sinjai, BPK memberikan opini WDP selama lima tahun 
berturut-turut (2009-2013). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian 
internal di pemerintahan daerah Kabupaten Sinjai cukup baik walaupun belum biasa 
dikatakan baik sekali karena belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP). Semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah daerah maka akan 
berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Menjaga integritas data yang dimiliki agar tetap akurat, konsisten dan  
mencerminkan kualitas data merupakan tanggung jawab suatu organisasi dalam 
melaksanakan pengendalian internal terhadap entitasnya tersebut. Selain itu, 
Ketepatan input dan posting data keuangan merupakan hal yang sangat mendasar 
dalam menjamin kualitas penyajian laporan pertanggungjawaban suatu organisasi. 
Adanya sistem otorisasi dan pembatasan akses terhadap segala bentuk pemrosesan 
transaksi oleh pihak yang berwenang akan menjamin data keuangan dalam suatu 
organisasi tetap aman. Dilaksanakannya perumusan dalam penyusunan kebijakan 
yang sehat tentang sistem pengendalian internal sangat diperlukan sebagai pendukung 
penerapan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi. Pada akhirnya, setiap 
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alat ukur dari penerapan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan secara 
optimal akan berimplikasi pada peningkatan kualitas penyajian laporan 
pertanggungjawaban  suatu entitas yang dalam hal ini dinas-dinas daerah pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sinjai. 
4. Pengaruh kemampuan manajemen dalam memoderasi hubungan penerapan 
sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah 
Hasil analisis regresi moderasi dengan menggunakan pendekatan residual 
menunjukkan bahwa kemampuan manajemen terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah merupakan variabel moderasi sebab memberikan hasil koefisien 
negatif dan signifikan. Hal ini berarti hipotesis keempat yang mengatakan bahwa 
interaksi antara kemampuan manajemen dan sistem akuntansi keuangan daerah  
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah daerah terbukti dan 
diterima. 
Hasil penelitian tersebut dalam hubungan kemampuan manajemen dengan 
kualitas laporan keuangan menjelaskan penelitian yang dilakukan oleh Leif M. 
Sjoblom (1998) yang menggunakan survey, diskusi informal dan inteview dengan 
manajemen perusahaan industri elektronik di US yang mengungkapkan kegunaan dari 
informasi akuntansi  (usefulness of accounting information) bagi manajemen, dimana 
salah satu alat pengambilan keputusan bagi manajemen adalah informasi yang 
terkandung dalam laporan keuangan, sehingga menjadi kewajiban manajemen 
(quality management) untuk menjaga kualitas informasi keuangan.  
139 
 
Dalam sebuah organisasi, manajemen merupakan penggerak organisasi dalam 
menerapkan sistem-sistem dalam organisasi tersebut, tak terkecuali sistem akuntansi 
keuangan yang jika penerapannya berjalan secara optimal maka akan berimplikasi 
terhadap informasi keuangan yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, responden 
penelitian sepakat jika dalam suatu organisasi memiliki kemampuan manajemen yang 
baik, maka manajemen tersebut akan mampu menjalankan sistem akuntansi keuangan 
yang pada akhirnya akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas penyajian 
laporan keuangan suatu organisasi. Sehingga, hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat 
pengambilan keputusan bagi manajemen itu sendiri dan bagi pengguna eksternal 
lainnya. 
5. Pengaruh kemampuan manajemen dalam memoderasi hubungan kompetensi 
sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
Hasil analisis regresi moderasi dengan menggunakan pendekatan residual 
menunjukkan bahwa interaksi kemampuan manajemen dan kompetensi sumber daya 
manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bukan merupakan 
variabel moderasi sebab memberikan hasil koefisien negatif dan tidak signifikan. Hal 
ini berarti hipotesis kelima yang mengatakan bahwa interaksi antara kemampuan 
manajemen dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan  pemerintah daerah tidak terbukti. 
Kompetensi sumber daya manusia akan berperan jika pengambilan kebijakan 
organisasi oleh manajemen terkait pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang 
berjalan dengan baik dan tepat, sehingga sumber daya manusia berupa eksekutif 
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maupun legislatif akan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam 
pengelolaan keuangan daerah serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 
Faktanya bahwa jumlah pegawai yang berlatar pendidikan akuntansi atau 
keuangan masih sangat kurang ditempatkan di sektor pemerintahan. Selain itu,  
manajemen pemerintahan di Indonesia belum dapat menempatkan uraian tugas dan 
fungsi setiap lini dengan tepat dan masih bersifat umum (belum terspesialisasi dengan 
jelas). Padahal fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai 
yang memiliki pengetahuan dibidang ilmu akuntansi. Karena masih sangat sedikit 
jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan akuntansi, sementara peraturan 
perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan 
akuntansi dan menyususn laporan keuangan, maka hasilnya manajemen pemerintahan 
pun menempatkan pegawai yang ada untuk diberdayakan. Walaupun kelemahan yang 
ada diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan diklat pegawai 
yang berhubungan dengan keuangan daerah akan tetapi hal tersebut belum dapat 
memaksimalkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah.  
Dalam penelitian ini, responden penelitian sepakat bahwa kemampuan 
manajemen  pemerintah masih kurang dalam menempatkan sumber daya manusia 
yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan pada jabatan atau 
posisi di suatu instansi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Disamping itu, 
masing kurangnya lulusan akuntansi dan keuangan dibidang akuntansi pemerintahan 
(sektor publik) juga menjadi faktor mengapa kemampuan manajemen pemerintah 
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tidak berimplikasi terhadap peningkatan kualitas penyajian laporan 
pertanggungjawaban pemerintah daerah. 
6. Pengaruh kemampuan manajemen dalam memoderasi hubungan penerapan 
sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah 
Hasil analisis regresi moderasi dengan menggunakan pendekatan residual 
menunjukkan bahwa interaksi kemampuan manajemen dan sistem pengendalian 
internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga 
kemampuan manajemen merupakan variabel moderasi dalam interaksi tersebut sebab 
memberikan hasil koefisien negatif dan signifikan. Hal ini berarti hipotesis keenam 
yang mengatakan bahwa interaksi antara kemampuan manajemen dan sistem 
pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah 
daerah terbukti dan dapat diterima. 
Terkait kemampuan manajemen sebagai variabel moderasi, sistem 
pengendalian internal akan berjalan efektif dan efisien dengan berjalannya fungsi 
controling dalam manajemen organisasi. Selain itu, semakin mampu manajemen 
mengoperasionalkan fungsi-fungsinya maka semakin berkualitas informasi akuntansi 
dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu organisasi.  
Terkait penelitian ini, reponden sepakat bahwa jika manajemen mampu 
menjalankan fungsi-fungsi pengendalian internal dengan baik maka akan berdampak 
pada peningkatan kualitas penyajikan laporan keuangan yang handal. Akan tetapi, 
hasil penelitian tersebut bertentangan terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan 
142 
 
oleh Yadyana (2008) yang menemukan bahwa fungsi-fungsi pengendalian internal 
berupa fungsi perencanaan dan pengorganisasian berpengaruh terhadap kualitas 
informasi akuntansi dan fungsi pengarahan dan pengendalian terbukti tidak 








Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh tiga variabel 
independen yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber 
daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap variabel dependen yaitu 
kualitas laporan keaungan pemerintah daerah dan adanya interaksi variabel moderasi 
yaitu kemampuan manajemen terhadap kualitas laporan keaungan pemerintah daerah.  
Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya 
manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan yang 
efektif dan efisien, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam 
pengelolaan keuangan daerah serta penerapan sistem pengendalian internal 
yang baik akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 





Ratifah dan Ridwan (2012) yang menyatakan bahwa penerapan sistem 
akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas 
laporan keuangan daerah. 
3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung 
hasil penelitian sebelumnya yaitu Roviyantie (2011), Ihsanti (2014) dan 
Akbar (2014) yang mennyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
4. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung 
hasil penelitian sebelumnya yaitu Indriasari dan Nahartyo (2008) dan 
Sukmaningrum (2012) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
5. Kemampuan manajemen merupakan variabel moderasi dalam interaksi antara 
kemampuan manajemen dan sistem akuntansi keuangan daerah dimana 
interaksi keduanya akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan 
keuangan  pemerintah daerah. 
6. Kemampuan manajemen bukan merupakan variabel moderasi dalam interaksi 
antara kemampuan manajemen dan kompetensi sumber daya manusia dimana 
interaksi keduanya tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan 





7. Kemampuan manajemen merupakan variabel moderasi dimana interaksi 
antara kemampuan manajemen dan sistem akuntansi keuangan daerah dimana 
interaksi keduanya akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan 
keuangan  pemerintah daerah. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan atau hambatan yang dihadapi penulis selama melakukan 
penelitian adalah : 
1. Penelitian ini menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, 
kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil uji koefisien 
determinasi terlihat bahwa pengaruh pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen hanya sebesar 60,5%, sehingga 39,5% dipengaruhi oleh 
variabel lain. 
2. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk pemerintah daerah secara 
umum karena penelitian ini hanya mengambil populasi di satu kabupaten saja, 
yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sinjai. 
3. Penelitian hanya mengambil sampel 16 dinas daerah pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sinjai karena keterbatasan waktu 









Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil 
dan beberapa keterbatasan yang dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya lebih memperluas populasi dan sampel penelitian untuk 
meneliti di beberapa kabupaten/kota sehingga terhadap hasil yang diperoleh 
dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum (general) dan lebih 
representatif. 
2. Pemerintah daerah khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  
Kabupaten Sinjai, diharapkan untuk lebih meningkatkan kompleksitas 
penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah sehingga 
dapat memenuhi karakteristik kualitatif seperti yang disebutkan dalam PP No. 
71/2010 yakni relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. 
3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian untuk 
menguji variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. Variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti 
penerapan standar akuntansi pemerintahan, perkembangan teknologi 
informasi, sistem informasi akuntansi, internal audit serta variabel-variabel 
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